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ABSTRAK

Ishmah Maulidah, 2021. Implementasi Kebijakan Work
From Home (WFH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
Skripsi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
implementasi kebijakan Work From Home (WFH),
dampak implementasi kebijakan WFH dan faktor-faktor
pendukung keberhasilan kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil
penelitian  menggambarkan, bahwa implementasi
kebijakan WFH di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep berdasarkan surat edaran dari
Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Implementasi Kebijakan WFH ini diikuti oleh seluruh
pegawai kantor, kecuali pegawai yang memiliki jenis
pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan. Dampak
positif implementasi kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yaitu jam
kerja fleksibel, aman tertular dari Covid-19, hubungan
keluarga semakin dekat dan operasional kantor tetap
berjalan. Sedangkan dampak negative implementasi
kebijakan WFH di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep yaitu kurang motivasi dan kesulitan
dalam berkomunikasi selama bekerja. Faktor-faktor yang
menjadi  pendukung  keberhasilan  implementasi
kebijakan WFH di Kantor Kementerian Agama



Kabupaten Sumenep yaitu komunikasi, sumber daya
manusia, dan sikap implementor.

Kata kunci: Impementasi Kebijakan, Work From Home
(WFH), Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, dunia sedang digemparkan
dengan adanya virus Covid-19. Organisasi
kesehatan dunia telah mengumumkan tentang
adanya penyebaran virus Covid-19 di seluruh
dunia. Virus Covid-19 merupakan virus
mematikan yang menyerang tubuh manusia
dengan sangat cepat. Pemerintah Indonesia
memerintahkan kepada seluruh warga Indonesia
untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.
Pemerintah  Indonesia mengambil beberapa
kebija

kan untuk mencegah virus Covid-19
semakin meluas®. Kebijakan tersebut meliputi
sistem kerja dari rumah atau Work From Home,
sekolah secara online, dan bahkan pembelajaran
di perguruan tinggi juga secara online.

Kebijakan  adalah  hasil  rumusan
pemerintah. Rumusan pemerintah ini  bersumber
dari semua kejadian yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat . Kejadian tersebut terdapat pada
kehidupan dimasyarakat secara umum. Kejadian
tersebut juga tidak asing dimasyarakat, seperti
penyebaran wabah Covid-19. Wabah covid-19
menyerang dengan cepat ke masyarakat hampir

! https://covid19.go.id

2Abdullah Ramdhani dan Muhammd Ali Ramdhani, “Konsep Umum
Pelaksanaan Kebijakan Publik” Jurnal Publik, Vol.11 No.01 2017,
hal. 2



seluruh negara di dunia. Sehingga, pemerintah
mengeluarkan kebijakan bekerja secara jarak jauh
yaitu Work From Home (WFH) atau kerja dari
rumah.

Sistem kerja Work From Home
merupakan salah satu kebijakan pemerintah
dengan model kerja dimana karyawan bekerja
dengan bantuan teknologi telekomunikasi °
Kebijakan Work From Home bertujuan untuk
mengurangi atau bahkan memberhentikan
penyebaran virus covid-19. Kebijakan Work
From Home juga dapat digunakan oleh
perusahaan maupun instansi baik negara maupun
swasta dalam memantau kinerja karyawan.
Pemantauan ini dilakukan agar pegawai atau
karyawan tetap efektif dalam menyelesaikan
pekerjaannya di tengah situasi penyebaran wabah
covid-19.

Di tengah pandemic Covid-19, selain agar
pegawai tetap efektif dalam pekerjaannya,
bekerja dari rumah juga merupakan salah satu
bentuk ikhtiar dalam mencegah penularan wabah.
Ikhtiar menghindari wabah merupakan anjuran
nabi Muhammad SAW*. Hal tersebut terdapat
dalam hadist nabi yang telah diriwayatkan oleh
Imam Bukhari.

* Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19” The Indonesian
Journal Development Planning, Vol IV, No 2, Juni 2020, hal. 127

* Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam
Pandangan Islam” Jurnal Sossial dan Budaya Syar’l, Volume 7, No
06. 2020, hal 560
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“apabila kamu mendengar wabah
di suatu wilayah, maka janganlah
kalian memasukinya, Tapi jika
terjadi wabah di tempat kmau
berada, maka jangan tinggalkan
tempat itu.”® (HR. Bukhari. 3214)

Hadist di atas menerangkan, bahwa jika
terdapat wilayah atau kota yang sedang diserang
wabah, maka seorang muslim dilarang untuk
mendekatinya. Seorang muslim yang berada di
wilayah atau kota yang sedang diserang wabah
maka dilarang untuk keluar dari wilayah tersebut.
Apabila melihat pada hadist tersebut, maka
penetapan kebijakan Work From Home dapat
dikatakan sebagai salah satu alternative terbaik
dalam bekerja sembari menghindar dari wabah
Covid-19.

Dalam menetapkan kebijakan, seorang
pemimpin tidak boleh sembarangan karena
pemimpin pasti akan diminta pertanggung
jawaban yang telah diperbuat. Hal ini seperti
yang dijelaskan dalam hadits nabi yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni:

gl ol e s jaaYl ade ) e Jpmab g SIS

® “Hadist Shohih Bukhari” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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“Kalian adalah pemimpin dan
kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas
kepemimpinan kalian itu.”® (HR.
Bukhari. 4801)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap
seseorang merupakan seorang pemimpin, baik
bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sedangkan
pemerintah merupakan pemimpin bagi rakyatnya.
Pemerintah harus amanah dalam menjalankan
tugasnya, seperti halnya dalam menetapkan
kebijakan.

Kebijakan seorang pemimpin terhadap
rakyatnya bergantung pada kemaslahatan rakyat.
Segala kebijakan yang bermanfaat dan mashlahat
bagi rakyat, maka kebijakan itul yang harus
direncanakan, dilaksanakan serta dinilai atau
dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya pula,
kebijakan yang mendatangkan mudharat kepada
rakyat maka kebijakan itu yang harus
disisngkirkan. Ketika menetapkan kebijakan
harus berdasarkan dengan peristiwa yang sedang
terjadi dan atas dasar kemashlahatan bersama
bukan atas dasar hawa nafsu sendiri. Peristiwa
yang sedang terjadi saat ini adalah adanya
pandemic  covid-19 yang  menyebabkan
pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja dari
rumah atau Working From Home (WFH).

® “Hadist Shohih Bukhari” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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Sistem kerja WFH tidak dapat diterapkan
pada semua bidang pekerjaan ' . Terdapat
beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan
dengan bekerja dari jarak jauh, seperti dokter,
pekerja pabrik, supir dan lain sebagainya. Secara
global alasannya adalah pekerjaan tersebut
bergerak dibidang pelayanan. Pelayanan tersebut
bersifat langsung. Hal ini juga terjadi disalah satu
Seksi  Kantor Kementerian Agama Sumenep
pada pelayanan pendaftaran haji.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep merupakan merupakan lembaga atau
instantsi pemerintah yang berada dibawah kepala
kantor wilayah Kementerian agama. Kantor
Kementerian Agama  Sumenep  memiliki
beberapa seksi dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi masing-masing dari pengelompokan
tugas. Kantor Kementerian Agama Sumenep
pernah menerapkan kebijakan Work From Home
saat masa pandemi covid-19 terutamaa saat
Sumenep berzona merah.

Kebijakan Work From Home telah
diterapkan pada bagian umum dan beberapa seksi
bidang di kantor Kementerian Agama Sumenep.
Akan tetapi, terdapat satu seksi bidang yang tidak
menerapkan kebijakan WFH. Seksi tersebut
adalah bidang penyelenggara haji umrah. Hal
tersebut  dilakukan  karena seksi  bidang
penyelenggara haji umrah menyangkut dengan

’ Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Vol IV No 2, Juni 2020, hal. 143
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pelayanan. Padahal pemerintah sudah
menghimbau untuk segala aktivitas yang
berhubungan dengan pekerjaan agar bias
dilakukan secara  WFH. Selain itu,
pemberangkatan Haji Umrah juga masih ditutup
oleh pemerintah. Akan tetapi, pihak kemenag
Sumenep berjaga-jaga jika seandainya ada
pendaftar haji, sehingga seksi tersebut tidak
menerapkan kebijakan WFH.

Kebijakan WFH menjadi alternative
paling aman dalam bekerja di tengah pandemic.
Efektifitas kerja pegawai di tengah pandemic
dapat menetukan keberhasilan instansi dalam
mencapai tujuan. Dengan demikian peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian terkait
“Implementasi Kebijakan Work From Home
(WFH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor
Kementerian Agama Sumenep.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan WFH di
Kantor Kementerian Agama Sumenep?

2. Apa saja dampak kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Sumenep?

3. Apa saja factor-faktor pendukung
keberhasilan implementasi kebijakan di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep?



C. Tujuan

1. Untuk menggambarkan implementasi
kebijakan WFH di Kantor Kementerian
Agama Sumenep.

2. Untuk menggambarkan dampak kebijakan
WFH di Kantor Kementerian Agama
Sumenep.

3. Untuk menggambarkan factor-faktor
pendukung  keberhasilan implementasi
kebijakan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian
Penulis berharap hasil penelitian dapat
bermanfaat atas beberapa hal berikut ini:
1. Manfaat Teoritis

a. Harapan untuk hasil dari penelitian ini
adalah bisa dijadikan salah satu acuan
dalam mengembangkan ilmu
manajemen khususnya, implementasi
kebijakan di dalam sebuah organisasi
profit maupun non profit manapun.

b. Harapan untuk penelitian ini juga bisa
dijadikan rujukan bagi penelitian
selanjutnya dengan obyek yang sama
atau aspek lain yang belum tercakup
di penelitian saat ini.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan
acuan oleh lembaga non profit
manapun  tentang  implementasi
kebijakan Work From Home.



b. Untuk meningkatkan kemampuan
penulis dalam melakukan penelitian
implementasi kebijakan dalam
organisasi profit maupun non profiit.

E. Definisi Konsep
1. Kebijakan WFH

Menurut Fredrick yang dikutip oleh
Sholih ~ Muadi, kebijakan  merupakan
serentetan tindakan atas usulan pribadi,
kelompok ataupun pemerintah dilingkungan
tertentu dengan menunjjukkan berbagai
hambatan maupun kesempatan bagi
pelaksanaan usulan kebijakan tersebuut.
Usulan kebijakan yang diajukan dalam
rangka untuk mencapai tujuan tertentu. ®
Sedangkan pengertian kebijakan menurut
Anderson yang dikutip oleh Sholeh Muadi
mengatakan  bahwa, kebijakan  yaitu
seragkaian tindakan dengan tujuan tertentu
guna memecahkan masalah yang telah diikuti
serta dilakukan oleh seorang pelaku ataupun
sekelompok pelaku.’

Kebijakan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kebijakan Work From
Home (WFH). Kebijakan WFH merupakan

® Sholih Muadi dkk, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan
Publik” Jurnal Review Politik, Volume. 06 No. 02, Desember 2016,
hal. 197
? Sholih Muadi dkk, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan
Publik” Jurnal Review Politik, Volume. 06 No. 02, Desember 2016,
hal. 197



kebijakan dari pemerintah yang bertujuan
untuk mengurangi penyebaran wabah virus
Covid-19. Sistem kerja WFH yaitu kayawan
atau pegawai melaksanakan pekerjaannya
dari luar kantor. Sistem kerja WFH memiliki
fleksibelitas yang tinggi, karena karyawan
atau pegawai tidak harus bekerja di kantor
dan dapat menentukan waktu bekerja sesuai
yang diinginkan. Kebijakan WFH ini juga
memiliki ~ tujuan  untuk  mendukung
keseimbangan karyawan atau pegawai antara
pekerjaan dan kehidupannya = ditengah
pandemi Covid-19%.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan
tindakan yang dilaksanakan baik secara
individual maupun  pejabat  maupun
kelompok-kelompok pemerintah  maupun
swasta yang mengarah untuk tercapainya
tujuaan-tujuan yang sydah ditetapkan dalam
keputusan kebijakan ** . Pendapat tersebut
sejalan dengan teori Daniel A. Mazmania dan
Paul A. Sabatiier yang dikutip oleh Yuliarto
menyebutkan  bahwa, focus perhatian

1% putu Pradiva DS, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Work From Home
pada Kinerja Karyawan BUMN di Wilayah Denpasar Karyawan di
Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Satyagraha, Vol 3 No 2, Agustus
2020, hal. 20

" yuliarto dkk, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kota Manado”, Jurnal Jurusan llmu Pemerintaahan, Vol. 3 No. 3
Tahun 2019, hal. 4



implementaasi kebijakan yaitu memahami
atau mengerti apa yang benar-benar terjadi
setelah merumuskan suatu program, Yyaitu
kejadian-kejadian yang muncul setelah
disahkan pedoman kebijakan yang mencakup
usaha untuk memunculkan dampak atau
akibat nyata terhadap masyarakat atau
kejadian-kejadian®?.
F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan sitematika
pembahasan, peneliti  telah  menyusun
menjadilima bab, yaitu :

Bab pertama adalah bab pendahuluan.
Di dalam bab pendahuluan terdapat latar
belakang, rumusan  masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi
konsep, dan sitimatika pembahasan. Bab
yang kedua adalah kerangka teori. Bab
kerangka teori merupakan paparan teori-
teori yang menjadi dasar untuk mengolah
serta menganaliisis data yang dihasilkan dari
proses penelitian. Bab kerangka teori terdiri
dari penelitian terdahulu yang relevan dan
kerangka teoritis.

Bab ketiga yaitu metode penelitian.
Pada bab ini berisi uraian pendekatan dan
jenis peneliitian, populasi/sampel, teknik
sampling, variabel, indikator, tahap
penelitian, metode pengumpulan data , uji

2 yuliarto dkk, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kota Manado”, Jurnal Jurusan llmu Pemerintaahan, Vol. 3 No. 3
Tahun 2019, hal. 4
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validitas data serta teknik menganalisis data.
Bab ini disajikan agar bisa memberikan
gambaran lengkap tentang metode penelitian
yang digunakan. Penelitian ini diharapkan
mampu menjawab rumusan masalaah yang
sudah disusun.

Bab empat yaitu bab hasil peneitian.
Bab empat menguraikan mengenai profil
dari tempat penelitian yaitu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
serta hasil dari penelitian yang sudah
disesuaikan dengan lapangan. Bab empat
menguaraikan tentang penyajian data, uji
hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.
Bab lima merupakan bab benutup. Bab lima
berisikan  penutup yang menjelaskan
mengenaik simpulan, saran, rekomendasi
serta keterbatasan peneliti.

11



BAB Il
KAJIAN TEORITIK
A. Kajian Teori
1. Work From Home (WFH)
a. Pengertian Work From Home (WFH)

Penyebaran virus corona
menyebabkan banyak perubahan, salah
satunya pada system Kkerja perusahaan,
lembaga, maupun sekolah. Pemerintah
menerapkan  social and  physical
distancing untuk mencegah penyebaran
virus. Work From Home (WFH),
merupakan anjuran pemerintah  bagi
seluruh masyarakat Indonesia®. Anjuran
tersebut berdasarkan keadaan yang terjadi
saat pandemi covid-19. Konsep sistem
WFH merupakan suatu konsep kerja,
dimana pegawai bisa melaksanakan

pekerjaan dari rumah™,
Working From Home (WFH)
merupakan komponen dari  konsep
telecommuting *°. Telecomutting adalah

* sarah Busyra dan Lutfiah Sani, “Kinerja Mengajar dengan Sisteme
Work From Home pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta”,
Jurnal Pendidikan Islam, Vol 03 No 01, 2020, hal. 5

“ putu Pradiva DS, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Work From Home
pada Kinerja Karyawan BUMN di Wilayah Denpasar Karyawan di
Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Satyagraha Vol 3 No 2, Agustus
2020, hal. 20

> Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Vol IV No 2, Juni 2020, hal 127
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pekerjaan yang dilakukan oleh sesorang
secaara khusus, atau di waktu tertentu
dalam sebuah tempat yang jauh darri
kantor. Seseorang yang dimaksud adalah
pegawai, pekerja mandiri atau pekerja
rumahan. Pekerjaan secara telecomutting
tersebut menggunakan media
telekomunikasi  sebagai alat  kerja.
Konradt yang dikutip oleh Oskar
menyebutkan, bekerja dari jarak yang
jauh dtujukan oleh salah satu metode
kerja pada suatu lembaga yang dilakukan
seluruh atau sebagain di luar kantor
dengan pertolongan telekomunikasi dan
informasi'®. Bekerja jarak jauh memiliki
tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1) Bekerja dari rumah (Work From Home)
2) Kerja dari kantor cabang yang bertempat
didekat kantor satelit (satellite office)

3) atau rumah
4) Kerja dimana saja atau di luar kantor
sesuai dengan kebutuhaan (mobile work)

b. Dasar Pelaksanaan Kebijakan Work From
Home (WFH)

18 Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Volume IV No 2, Juni 2020, hal. 129
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Pelaksanaan work from home harus
didasari oleh beberapa hal'’, yaitu sebagai
berikut:

1) Kelayakan. Kelayakan yang tersebut
maksudnya adalah apabila perusahaan
akan menetapkan kebijakan bekerja
jarak jauh maka perusahaan atau
lembaga harus menetapkan tempat
yang cocok untuk kerja dari jarak jauh
yang ditetapkan pada kebijakan.
Kelayakan ini dipertimbangkan dari
analaisis model jenis pekerjaan serta
oprasional lembaga dan penentuan
waktu yang tepat untuk bekerja jarak
jauh. Dalam kondisi Covid-19 ini
semua kantor dan perusahaan ditutuup
serta pegawai diintruksikan
melaksanakan kerja dari rumabh,
namun ada beberapa keadaan pegawai
yang tidak memungkinkan untuk
melaksanakannya berdasarkan
keadaan atau alasan tertentu.

2) Ketersediaan. Apabila perusahaan
mengeluarkan kebijakan bekerja jarak
jauh maka pada prosedur kebijakan
lembaga harus menyatakan dengan
jelas terkait bentuk peraturannya yaitu
jadwal, absensi dan  dukungan
perusahaan untuk pekerja dalam

7 0skar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Volume IV No 2, Juni 2020, hal. 143
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3)

4)

menyiapkan  perlengkapan  yang
dibutuhkan saat bekerja dari rumah.
Pengaturan jadwal. Pengaturan jadwal
perlu ditentukan sebelumnya agar
pekerjaan dapat terselesaikan sesuai
jawadal  biaanya.  Selain itu,
pengaturan jadwal perlu disepakati
sebelumnya khususnya bagi
perusahaan atau kantor yang tidak
dapat melaksanakan WFH secara total
untuk menghindari sangsi dan
perasaaan diprkrjakan tidak adil dari
pegawai yang tetap bekerja di kantor
atau sedang mendapatkan bagian
bekerja di kantor. Selain itu, juga
perlu dipertimbangkan kompensasi
bagi pegawai yang tidak memiliki
peluang bekerja di luar kantor.
Kecepattan ~ tanggapan.  Presensi
pegawai yang jauh dari pantauan
langsuung pimpinan selama bekerja
dapat memunculkan rasa sangsi atau
kekhawatiran bahwa pegawai tidak
melaksanakan tugasnya sesuai
atauran. Kekhawatiran tersebut dapat
dihilangkan dengan kecepatan
pegawai dalam menanggapi
pertanyaan ataupun permintaan dari
pihak  kantor maupun  sesama
pegawai. dengan begitu, sangat
penting adanya peraturan terkait
kecepatan tanggapan pegawai atau
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5)

6)

pekerja. Selain itu, untuk
mengantisipasi terjadinya hubungan
yang kurang harmonis di perusahaan
selama bekerja jarak jauh dilakukan
dengan penetapan kebijakan yang
jelas.

Ukuran produktivitas. Produktivitas
pegawai dapat diukur mulai dari
jangka waktu bekerja, problem
solving selama bekerja jarak jauh,
sampai pada output yang dihasilkan.
Semua itu dapat dilakukan secara
praktis dengan adanya laporan
perkembangan kerja selama bekerja
jarak jauh. Laporan juga termasuk
absensi daring selama bekerja dari
rumah. Beberapa perusahaan telah
dilengkapi dengan aplikasi yang dapat
mengakomodir pelaporan, absensi,
diskusi atau rapat daring, berbagi info
dan lain sebagainya. Controlling pada
perkembangan pekerjaan bisa
dilaksanakan secara berkala dan
daring. Hal tersebut dapat menjadi
penganti pertemuan secara kontak
langsung antara pegawai yang masih
sering terjadi di tempat kerja.
Lingkungan fisik. Perusahaan atau
kantor perlu memperhatikan
keamanan, kesehatan bahkan
kenyamanan pegawai atau karyawan
selama bekerja dari rumah. Keamanan
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kerja selama bekerja dari rumah tetap
merupakan tanggung jawab kantor
yang sangat penting untuk
diperhatikan.

7) Ketersediaan data. Ketersediaan data
dan upaya pengamanan data tersebut.
Bekerja jarak jauh atau bekerja dari
rumah tentunya mengandalkan data
virtual. Pihak luar memiliki peluang
untuk melakukan pencurian data dari
pemindahan file atau data antara
kantor dan rumah. Dengan demikian
usaha pengamanan data menjadi
sangat penting.

c. Dampak Work From Home (WFH)

Work From Home (WFH) dapat
memberikan dampak positif maupun dampak
negative bagi karyawan atau pegawai bahkan
perusahaan/instansi.  Berikut ini adalah
dampak positif dari implememtasi kebijakan
Work From Home (WFH)®.

1) Sistem kerja dari rumah dapat memberi
jam kerja yang fleksibel bagi pegawai.
Bekerja di rumah terasa lebih fleksibel
dari waktu mulai bekerrja, lokasi
bekerja, baju kerja ataupun posisi duduk
yang dapat dipilih sedemikian rupa
sehingga tidak membuat cepat bosan.

¥ Yun Novalia H, “Pemberlakuan Work From Home dan Dampak
Ekonominya Bagi Pengemudi”, Jurnal Simetri Rekayasa Vol 02, No
01, April 2020, hal 67
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2) WFH juga membantu dalam
memberikan hidup yang seimbang bagi
karyawan atau pegawai antara pekerjaan
dengan keluarga. Bekerja dari rumah
dapat membuat hubungan keluarga lebih
dekat, karena bekerja dari rumah dapat
melakukan interaksi secara langsung
bersama keluarga dan momen-momen
dengan  keluarga banyak terlalui
bersama. Akantetapi, pegawai harus
mampu professional dalam membagi
pekerjaan dengan kepentingan keluarga.

3) Dapat mengendalikan jadwal Kkerja
sesuai suasana hati.

4) Mengurangi kemalasan dan ketidak
hadiran

5) Bagi sebagian pegawai atau karyawan
kebijakan WFH dapat menghemat biaya
pengeluaran. Hal ini karena pegawai
tidak mengeluarkan uang transportasi
dan uang makan di luar.

6) Dampak positif yang paling penting dari
WFH yaitu dapat membantu perusahaan
atau lembaga dalam menyelesaikan
pekerjaan tanpa Kkhawatir perusahaan
melr;jadi Klaster baru penyebaran covid-
197,

¥ putu Pradiva DS, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Work From Home
pada Kinerja Karyawan BUMN di Wilayah Denpasar Karyawan di
Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Satyagraha, Vol 3 No 2, Agustus
2020, hal. 20
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Berikut ini adalah dampak negative dari
implementasi kebijakan Work From Home
(WFH)Z.

1) Kebijakan Work From Home (WFH)
yaitu dapat membuat jam kerja menjadi
tidak teratur. WFH memang mampu
membuat jam kerja menjadi fleksibel,
namun  karena terlalu  fleksibel
kebanyakan orang tidak mampu
memanfaatkan waktu secara teratur
sehingga pekerjaan kantor tercampur
dengan pekerjaan rumah.

2) Pegawai yang sudah biasa terhadap
situasi  kantor yang  konvensional
menjadi  sulit dalam  berkordinasi
terhadap teman kerja.

3) Bertambahnya biaya rumah tangga
seperti biaya listrik, paket pulsa dan lain
sebagainya.

4) Pihak kantor kesulitan mengukur
prodktivitas pekerja atau pegawai

5) Sistem bekerja dari rumah juga dapat
membuat pegawai atau karyawan
kurang termotivasi dalam bekerja.
Kurangnya motivasi dalam bekerja
dapat disebabkan oleh situasi kerja yang
tidak sama dengan yang diinginkan,
suasana di rumah tidak sama dengan
suasana di tempat kerja, dan terdistraksi

2% yun Novalia H, “Pemberlakuan Work From Home dan Dampak
Ekonominya Bagi Pengemudi”, Jurnal Simetri Rekayasa Vol 02 No
01, April 2020, hal. 67
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pada social media dan hiburan
lainnya?".

2. Kebijakan
a. Pengertian Kebijakan

Berdasarkan etimologi, kebijakan
sendiri berasal dari kata “bijak” yang
memiliki arti “selalu menggunakan akal
budidaya;mahir; pandai. Serta mendapat
tambahan “ke” dan “-an”. Oleh karena
itu, kebijakan memiliki arti rangkaian
asas dan konsep yang dapat dijadikan
garis besar dan dasar perencanaan pada
pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan.?.

Pada umumnya, kebijakan diambil
ketika perusahaan atau instansi sedang
menghadapi masalah atau hambatan-
hambatan dalam mencapai suatu tujuan.
Kebijakan ini dapat diusulkan oleh
perorangan, kelompok atau pemerintah.
Setiap kebijakan yang diambil diharapkan
mampu menanggulangi hambatan-
hambatan yang terjadi diorganisasi atau
perusahaan atau instansi manapun.
Pengambilan kebijakan yang tepat akan

2! pytu Pradiva DS, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Work From Home
pada Kinerja Karyawan BUMN di Wilayah Denpasar Karyawan di
Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Satyagraha, Vol 3 No 2, Agustus

2020, hal. 20

22 Ahmad Sabri, “Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Dalam
Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1 No 5, Juli 2013,

hal. 374

20



mempengaruhi keberlangsungan
perusahaan atau suatu organisasi. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Anderson yang
dikutip oleh Sholih Muadi bahwa
kebijakan merupakan seragkaian tindakan
dengan tujuan tertentu guna memecahkan
masalah yang dilaksanakan serta diikuti
olen seoraang pelaku atau kelompok
pelaku. # Dengan demikian, kebijakan
merupakan usaha untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu dan wusaha untuk
menyelesaikan dalam tahapan waktu
tertemtu.

Menurut Thoha yang dikutip oleh
Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali
Kebijakan ~ memiliki dua  kategori
kebijakan.?*

a) Kebijakan merupakan praktika
social. Kebijakan tersebut tidak
terjadi secara tunggal atau
terisolir. ~ Kebijakan ini juga
merupakan sesuatu hasil rumusan
pemerintah yang dibuat dan
didasarkan atas semua kejadian
yang sering ada di masyarakat.
Kejadian itu muncul pada praktik

23 Sholih Muadi dkk, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan
Publik” Jurnal Review Politik, Volume. 06 No. 02, Desember 2016,
hal. 197

2 Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali R, “Konsep Umum
Pelaksanaan Kebijakan Publik” Jurnal Publik, Vol. 11 No.01 2017,
hal. 2
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kehidupan masyarakat serta tidak
asing lagi bagi masyarakat.

b) Kebijakan merupakan timbal atas
peristilwa yang terjadi dengan
tujuan mewujudkan kerukunan
dari pihak-pihak yang sedang
memiliki  konflik.  Selain itu
kebijakan ini bertujuan untuk
menciptakan  dorongan  pada
tindakan bersama kepada pihak
yang memperoleh  perlakuan
secara tidak masuk akal atas
usaha secara bersama itu.

Kebijakan sendiri memiliki berbagai

dampak, diantaranya adalah sebagai
berikut®:

1)

2)

Dampak kebijakan terhadap masalah
public atau bagi kelompok sasaran
baik yang diharapkan ataupun tidak
diharapkan. Objek yang dimaksud
sebagai sasaran dari dibuatnya
kebijakan harus jelas.

Dampak kebijakan terhadap
kelompok lain atau situasi lain atau
kelompok target. Kelompok diluar

% pandu Pratomo dkk, “Analisis Dampak Kebijakan Peneriman
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271
Tentang Petuunjuk Tekhnis Penerimaan Peserta Didik Reguler di
Kota Semarang 2010/2011), Journal Of Publicy And Managemen
Review, Vol. 02 No. 04, Tahun 2013 hal. 4
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sasaran itu sering disebut efek
eksternlitas atau spillover.

3) Dampak Kkebijakan terhadap situasi
saat ini serta situasi mendatang.

4) Dampak biaya secara langsung yang
digunakan dalam kegiatan/program.

5) Dampak biaya yang tidak laangsung.
Biaya tidak langsung kebijakan,
dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
kehilangan peluang untuk
dilaksanakan.

Implementasi Kebijakan

Dalam mengkaji kebijakan terdapat
aspek yang sangat penting. Aspek
tersebut adalah implementasi kebijakan.
Implementasi  kebijakan 1alah bagian
paling penting pada kebijakan karena
mengarah dalam proses pelaksanan suatu
kebijakan. Kegiatan implementasi dimulai
jika tujuan serta sasaran sudah dibuat
serta program-program atau kegiatan
sudah dirancang untuk mencapai tujuan.

Menurut Van Horn dan Van Meter
yang dikutip oleh Yuliarto bahwa
implementasi kebijakan ialah kegiatan
yang dilaksanakan baik secara individual
ataupun pejabat ataupun kelompok
kepemerintahan ataupun swasta Yyang
ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang sudah ditetapkan pada keputusan
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C.

kebijakan % . Pendapat tersebut sejalan
dengan pendapat Daniel A. Mazmania
dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh
Yuliarto, menyebutkan bahwa focus
perhatian implementasi kebijakan yaitu
memahami  sesuatu yang benar-benar
terjadi setelah program kegiatan dibuat,
ialah kejadian-kejadian yang ada setelah
disahkan  pedoman dari  kebijakan
meliputi ~ usaha-usaha untuk memicu
dampak atau akibat nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian®’.

Faktor-Faktor Pendukung Implementasi
Kebijakan

Keberhasilan kebijakan dapat terlihat
dari  proses implementasi kebijakan.
Menurut George Edwad yang dikutip oleh
Retnowati menyatakan bahwa terdapat
beberapa factor atau indicator yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan®®. Indicator tersebut juga dapat
menjadi factor hambatan utama dari

%% yuliarto dkk, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kota Manado”, Jurnal Jurusan llmu Pemerintaahan, Vol. 3 No. 3
Tahun 2019, hal. 4

*7 yuliarto dkk, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kota Manado”, Jurnal Jurusan llmu Pemerintaahan, Vol. 3 No. 3
Tahun 2019, hal. 4

%% Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 75
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kesuksesan kebijakan Di bawah ini adalah
indicator atau faktor dari implementasi
kebijakan:
1) Komunikasi
Sebagai makhluk social tentunya
manusia akan melakukan komunikasi
disetiap harinya. Komunikasi ialah
proses menyampaikan komunikasi
dari komunikator kepada
komunikan?. Komunikasi dilakukan
baik antar individu maupun antar
kelompok. Tujuan dari berkomunikasi
yaitu menyampaikan pesan atau
informasi yang ada didalamnya.
Komunikasi juga dapat dilakukan
secara langsung maupun tidak
langsung. Komunikasi ini  menujuk
bahwa segala kebijakan agar bisa
dilakukan  secara baik apabila
komunikasi terjadi secara efektif
antara  pelaksana dari  program
kebijakaan bersama kelompok sasaran
tujuan serta sasaran program bisa
disosialiisasikan dengan efektif dan
bisa menghindari terjadinya distorsi
pada kebijakan. Hal tersebut membuat
sangat berarti karena makin tinggi
pengetahuan kelompok tujuan pada
kebijakan sehingga dapat mengurangi

2% Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 75
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tingkat  dari  kekeliruan  serta
penolakan  pada  pengaplikasian
program serta kebijakan pada ranah
yang sebenarnya.

Menurut Edward yang dikutip
oleh Retnowati menyebutkan bahwa,
komunikasi  kebijakan mempunyai
beberapa sub variabel atau dimensi.
Dimensi tersebut antara lain dimensi

transmisi, kejelasan, dan
konsistensi*’:
a) Dimensi Transmisi

(Transmission).

Faktor yang utama dapat
memiliki pengaruh kepada
komunikasi kebijakan yaiu
transmisi.  Transmisi  bertujuan
supaya kebijakan publik tidak
hanya ditujukan terhadap
pelaksana kebijakan saja, namun
pula  disampaiikan  terhadap
kelompok tujuan kebijakan serta
pihak yang ikut  memiliki
kepentingan dengan langsung
ataupun tidak langsung. Hal
tersebut karena penerapan
kebijakan lebih efektif jika actor
yang dijadikan sebagai pelaksana

3% Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 75
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mengerti apa yang harus mereka
laksanakan.

b) Dimensi Kejelasan (Clarity).
Dalam mengimplementasikan
kebijakan, petunjuk-petunjuk
terkait kebijakan harus
disampaikan kepada pelaksana,
kelompok sasaran dan pihak yang
berkepentingan dengan jelas. Jika
kebijakan tersampaikan dengan
jelas, maka para implemetor dapat
mengerti apa Yyang dijadikan
maksut, tujuan sasaran dan
substansi daripada kebijakan itu,
jadi pihak implementor mengerti
apa yang harus disiapkan dan
dilakukan  untuk  melancarkan
kebijakan itu dengan efisien dan

efektif.

¢) Dimensi Konsistensi.
Dalam mengimplementasikan
kebijakan, selain harus

tersampaikan dengan jelas juga
harus  konsisten atau  tidak
simpang siur. Hal tersebut
bertujuan agar tidak menjadikan
bingung bagi pelaksana kebijakan,
kelompok sasaran, serta pihak-
pihak yang memiliki kepentingan.
2) Sumber daya
Sumber daya merupakan factor
yang urgensi bagi  penerapan
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kebijakan. Implementasi kebijakan
membutuhkan support dari sumber
daya baik sdm ataupun sumber daya
non manusia (non-human resources).

3) Disposisi atau Sikap Pelaksana atau
Tingkah laku implementor.

Disposisi pada implementasi
kebijakan merupakan sikap,
keinginan, dam persetujuan para
implementor untuk melaksanakaan
kebijakan. Sikap implementor atau
disposisi merupakan salah satu factor
yang dapat mempengaruhi efektivitas
implementasi  kebijakan. Apabila
pihak implementor menyetuji bagian-
bagian isi dari kebijakan oleh karena
itu mereka akaan melaksanakan
kebijakan dengan seka rela. Namun,
apabila pandangan pihak
implementor memiliki perbedaan
terhadap kebijakan maka proses
implementasi akan banyak
menemukan masalah®".

Terdapat tiga bentuk respon dan
sikap para implementor kepada
kebijakan, antara lain; Kesadaraan
pelaksana, petunjuk pelaksanaan
untuk merepspon program ke arah
penolakan ataupun penerimaan, dan

3! Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 75
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intensitas  dari  respon tersebut.
Seringkali terjadi, para implementor
telah mengerti maksut serta tujuan
program tetapi mengalami
kegagaalan ketika melaksanakan
kegiatan dengan tepat karena meolak
sasaran i dalamnya. Para
implementor menolak dengan cara
sembunyi mengalihkan dan
menghindari implementasi program.
Selain itu, dibutuhkan dukungan dari
pejabat pelaksanaa ketika mencapai
tujuan program®.

4) Struktur Birokasi

Dalam membahas badan
pelaksana kebijakan, tidak bisa lepas
dari  struktur birokrasii. Struktur
birokrasi merupakan norma-norma,
karakteristik serta pola hubungan
yang terjadii  secara berulang pada
bada eksekutif. Badan-badan
eksekutif  disini  yang  memiliki
hubungan baik secara potensial
ataupun nyata terhadap apa yang

32 Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 75
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dimiliki ketika melaksanakan
kebijakan.*
3. Kajian Teoritik Perspektif Islam
a. WFH dalam Pandangan Islam

Eman  supriatna  mengatakan
bahwa, Covid-19 pada sejarah Islam
masih terjadi kontroversi serta perdebatan
di kalangan ulama, kyai, ustadz, maupun
di media-media social, dan cenderung
selalu dikaitkan satu sama lain®. Tetapi
nyatanya, wabah pandemik corona ini
kasusnya sangat mirip dengan wabah
penyakit yang menyeraang kaum muslim
saat lampau. Penyakit menular tersebut
disebut dengan Tho 'un. Wabah covid-19
ini membuat banyak manusia mencari
jalan menghindar serta penyebab dari
wabah covid-19 tersebut. Sebagai seorang
islam tentunya dalam mecari pemecahan
masalah tersebut tidak boleh terlepas dari
ajaran islam terutama Al Qur’an dan Al
Hadist. Dari berbagai petunjuk-petunjuk
Al—Qur’an yang Agung, bahwasanyaa
seorang hamba tidak akan dihadapkan
dengan musibah kecuali Allah telah

3 Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 76

** Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam
Pandangan Islam” Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l, Vol 7 No 06.
2020, hal. 560
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menakdirkan musibah tersebuut. Firman
Allah SWT :

P RGP R AR
Sias Ko i e 5 Wis

“Katakanlah! Tidak akan
menimpa kami kecuali apa yang
Allah telah tuliskan untuk kami.
Dialah pelindung kami dan hanya
kepada Allah bertawakkal orang-
orang yang beriman K
Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah tidak akan
menimpakan suatu musibah kecuali sudah
ditetapkan oleh Allah dan Allah adalah
sebaik-baik  penolong.  Untuk itu,
bertakwalah hanya kepada Allah®.
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“Tidak ada suatu musbibah yang
menimpa  seseorang  kecuali
dengan izin Allah. Dan barang
siapa yang beriman kepada Allah,
Niscaya Dia akan memberikan
petunjuk kepada hatinya. Dan

33 al-Qur’an, At Taubah : 51
%% Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 740
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Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu "%’

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah tidak akan
menimpakan suatu musibah terhadap
seseorang melainkan dengan izin-Nya.
Barang siapa yang beriman kepada Allah
dengan ucapannya bahwa musibah
tersebut datang atas kepastiian dari-Nya,
maka Allah akan memberikan petunjuk
kepadanya serta  kesabaran dalam
mengahdapinya®.
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“Tidak ada musibah yang turun di

bumi dan yang menimpa diri-diri

kalian kecuali telah dituliskan
oleh Allahu Subhanallahu

Ta’aalaa. Sesungguhnya hal itu

mudah bagi Allah Subhanallahu

Wa Ta’aalaa” *°

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa tidak ada bencana atau
musibah yang menimpa manusia berupa
musibah di bumi dan musibah kepada diri

37 al-Qur’an, At-Thagabun : 11

%% |mam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 2 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 1101
39 al-Qur’an, Al-Hadid : 22
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kalian berupa kekeringan, sakit serta
kematian anak kecuali telah Allah
tuliskan di  Lauh Mahfuz sebelum
makhluk diciptakan. Dengan demikian,
hal-hal yang berkaitan dengan nikmat
dikatakan bahwa mudah bagi Allah.

Apabila dilihat dari beberapa
potongan ayat di atas beserta tafsirnya,
maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa
seorang hamba tidak akan tertimpa
musibah melainkan telah Allah tyuiskan
kepadanya. Kemudian apa yang telah
tertuliskan kepadanya tentu tidak meleset
darinya, karena apa yang Allah kehendaki
pasti akan terjadi dan apa yang tidak
Allah kehendaki tidak akan terjadi. Oleh
sebab itu, seorang hamba dalam keadaan
seperti ini dianjurkan untuk selalu
memeperbaharui  keimanannya  dan
menebalkan keyakinannya terhadap takdir
Allah Subhannallahu Ta’ala*.

Nabi Muhammad SAW
memperingattkan ummatnya agar tidak
mendekat dengan suatu wilayah yang
sedang tertimpa wabah. Sebaliknya juga,
bahwa nabi Muhammad SAW juga
memperingatkan ~ kepada  ummatnya

0 Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalin 2 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 1031

* Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam
Pandangan Islam” Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l, Vol 7 No 06.
2020, hal. 560
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apabila ketika ada di suatu tempat yang
tertimpa wabah maka dilaraang untuk
keluar. Hal itu sesuai dengan hadist yang
diriwayatkan oleh nabi Muhammad SAW
sebagai berikut:
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“Telah menceritakan kepada kami
Abdullah ~ bin  Yusuf telah
memberikan kabar kepada kami
Malik dari Ibnu Syihab dari
Abdullah bin “amir bahwa Umar
pernah bepergian menuju Syam,
ketika sampai didaerah Sargah
diberitahukan kepadanya bahwa
negeri Syam sedang terjangkit
wabah penyakit menular.
Kemudiaan Abdurrahman bin Auf
memberitahukan kepadanya bahwa
Rasulullah SAW bersabda  “jika
kamu mendengar wabah di suatu
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wilayah, maka janganlah kalian
memasukinya, Tapi jika terjadi
wabah di tempat kamu berada,
maka jangan tinggalkan tempat
itu.” **(HR. Bukhari. 5289)
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“Dan telah menceritakan kepada

kami Yahya bin Yahya dia berkata

. aku membaca hadist Malik dari
Ibnu Syihab dari Abdullah bin

2 “Hadist Shohih Muslim” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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Amir bin Rabi’ah, bahwa Umar
sedang dalam perjalanan menuju
negeri Syam, saat sampai di
wilayah bernama syam saat itu
Umar mendapat kabar adanya
wabah  di  wilayah  Syam.
Abdurrahman bin Auf kemudian
mengatakan pada Umar jika Nabi
Muhammad SAW pernah berkata |,
“jika kamu mendengar wabah di
suatu wilayah, maka janganlah
kalian memasukinya. Dan apabila
wabah itu berjangkit di tempat
kamu berada, janganlah kamu
keluar dari negeri itu karena
hendak melarikan diri darinya.
Maka Umarpun kembali dari
negeri Saragh. Dan dari ibn Syihab
dari Salim bin Abdullah ; bahwa
Umar kembali bersama orang-
orang setelah mendengar hadits
Abdurrahman bin Auf”. * (HR.
Muslim. 4115)

Dari kedua hadist tersebut dapat
disimpulkan bahwa ummat muslim tidak
diperkenankan mendekati tempat adanya
wabah atau sebaliknya. Wabah covid-19
ini, jika merujuk dalam sejarah Nabi
Muhammad ialah wabah yang telah

* “Hadist Shohih Bukhari” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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terjadi pada situasi yang hampir sama,
jadi penaggulangannya juga sama. Oleh
sebab itu, dalam menghadapi wabah
covid-19 itu dengan mnerapakn karantina
mandri atau isolasi terhaadap para
penderita. Sedangkan untuk masyarakat
yang belum dilanda atau tertular penyakit
tersebut maka dianjurkan melakukan
iktiyar ~ “social  distancing”.  Social
distancing ini berupa menetap diri
dirumah dengan dapat tetap bekerja atau
belajar dari rumah. Kerja dari rumah atau
disebut Work From Home dapat menjadi
pilihan yang terbaik ketika bekerja
sembari mencegah penyebaran virus
Covid-19*.

Bekerja dari rumah tidak menutup
kemungkinan untuk tetap menyelesaikan
pekerjaan dengan benar, meskipun
pimpinan tidak dapat memantau langsung
Kinerja pegawai. Dengan begitu, amanah
seorang pegawai dalam bekerja akan
teruji. Amanah merupakan tanggung
jawab manusia atas apa yang telah
dibebankan kepadanya, baik itu berkaitan
dengan urusan dunia maupun urusan
agama, baik berkaitan dengan perkataan
ataupun perbuataan. Puncak dari amanat

* Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam
Pandangan Islam” Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l, Vol 7, No 06.
2020, hal 562
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ialah penjagaan serta pelaksanaannya®.
Allah berfirman didalam surah An Nisa’
ayat 58:

“Sungguh, Allah  menyuruhmu
menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan
apabila kamu menetapkan hukum
di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya  dengan  adil.
Sungguh, Allah sebaik baik yang
memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh Allah Maha Mendengar
dan Maha Melihat.”*®

Ayat di atas memberikan
penjelasan bahwa Allah memerintahkan
seorang hamba untuk menyampaikan
amanah. Artinya, kewajiban-kewajiban
yang dipercayaakan kepada seseorang
untuk dilaksanakan sebaik-bainya, baik
amanah Allah terhadap hamba-Nya,

* Zainal Abidin dan Fiddian Khairudin, “Penafsiran Ayat-ayat
Amanah dalam Al Qur’an”, Jurnal Syahadah, Vol. 5, No. 2, Oktober
2017, hal 120

46 al-Qur’an, An-Nisa’ : 58
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amanah seseorang terhadap sesama serta
amanat kepada diri sendiri*’. Rasulullah
juga bersabda dalam hadist yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai
berikut:
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“Telah menceritakan kepada kami
Affan telah menceritakan kepada
kami Hammad telah menceritakan
kepada kami Al-Mughiroh bin
Ziyad Al Tsaqofi telah mendengar
Anas  bin  Malik  Bberkata
Rasulullah ~ SAW  bersabda,
“Tidak ada iman yang sempurna
bagi orang yang tidak memiliki
sifat amanah, dan tidakn ada
agama yang sempurna bagi orang
yang tidak menepati janji”* 8(HR.
Imam Ahmad. 13145)
Apabila pegawai telah
melaksanakan tugasnya dengan benar

* Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 342
*® “Musnad Ahmad” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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maka pegawai tersebut akan mendapatkan
balasan kebaikan. Hal tersebut selaras
dengan firman Allah dalam surah Al
An’am ayat 160 berikut ini:

s "W ke B aasdl s
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“Barang siapa berbuat kebaikan
mendapatkan balasan sepuluh kali
lipat amalnya. Dan, barang siapa
berbuat kejahatan dibalas
seimbang dengan kejahatannya.
Mereka semua sedikitpun tidak
dirugikan. o

Ayat di atas memberikan
penjelasan bahwa barangsiapa yang
membawa amal kebaikan atau berbuat
kebaikan maka Allah akan membalasnya
dengan pahala  sepuluh  kebaikan.
Barangsiapa membawa kejahatan atau
berbuat jahat maka Allah tidak akan
membalasnya melainkan balasan yang
setimpal dengan kejahatannya®®. Dengan
demikian  pegawai yang  mampu
melaksanakan tugasnya dengan baik
selama bekerja dari rumah akan
mendapatkan balasan pahala kebaikan

49 al-Qur’an, Al-An’am : 160
*% Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 578-579
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sepuluh kali lipat dari apa yang telah
dikerjakannya.

Selain itu, hikmah pemberlakuan
WFH karena adanya virus akhir zaman ini
adalah manfaat waktu yang lebih untuk
mendekatkan diri kepada Allah (Tagarrub
llallah) °* . Dengan mendekatkan diri
kepada Allah, banyak sekali kebaikan
yang akan didapatkan. Sebagaimana
firman Allah dalam surah Al Ma’idah
ayat 35 sebagai berikut:
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“Wahai orang-orang yang
beriman!  Bertagwalah kepada
Allah dan carilah wasilah (jalan)
untuk mendekatkan diri kepada-

Nya, dan berjihadlah (berjuanglah)

di jalan-Nya, agar supaya kamu

beruntung”

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah memeriintahkan
3 hal kepada orang-orang mukmin.
Pertama, untuk senantiasa tagwa
kepadaAllah dengan takut kepada siksa-
Nya dan mentaati perintah-Nya. Kedua,
senantiasa mendekatkan diri kepadaa

1 udin Ahidin, dkk, Covid-19 & Work from Home (Banten: Penerbit
Desanta Muliavisitama), hal. 105
32 al-Qur’an, Al-Maidah : 35
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Allah dengan jalan taat dan ibadah.
Ketiga, berjihad di jalan-Nya. Artinya,
berjuang memerangi hawa nafsu. Dengan
demikian sorang-orang mukmin yang
telah menjalankan perintah-Nya akan

memperoleh kebahagian atau
keberuntungan yang telah dijanjikan oleh
Allah®,

b. Kebijakan dalam perspektif islam

Agama islam merupakan agama
yang sangat sempurna ajarannya. Agama
islam merupakan agama yang memiliki
sifat  universal, humanis, dinamis,
konstektual dan bahkan akan abadi
sepanjang masa>*. Agama islam tidak
hanya membahas agidah saja tetapi lebih
daipada itu, yaitu mengenai syari’ah yang
didalamnya terdapat ajaran mengenai
ibada muammalah dan akhlag. Agama
islam menjadi kompas bagi kehidupan
manusia dalam menjalan kan segala aspek
kehidupan.  Aspek-aspek kehiduupan
tersebut meliputi; agama, ekonomi, social
budaya, politik, pendidikan, kesehatan
dan lain sebagainya. Kelengkapan ajaran
islam mampu menjadikan manusia gerak
dan  menuju  pertumbungan  dan

>3 Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 444

>* Muhammad Makmun R, “Islam Rajmatan Lilalamin Perspektif
KH. Hasyim Muzadi”, Jurnal Pengembangan Iimu Keislaman, Vol 11
No 1 Juni 2016 hal. 94
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perkembangan intelektual dan cultural.
Sumber ajaran agama islam bersumber
dari Al Qur’an, Al Hadits serta ijma’
ulama’®®.

Kebijakan pemerintah tentunya
tidak terlpeas dari ajaran agama Islam.
Jauh sebelum ilmuan barat menyatakan
teori-teori terkait dengan kebijakan, Al
Qur’an dan hadist telah membicarakan
tentang kebijakan. Kebijakan tentunya
saling berkaitan dengan pengambilan
keputusan®®. Artinya, menilai dan meilih
informasi  dalam  pemecahan suatu
masalah. Hal ini sebagaimana yang
termaktub dalam firman Allah surah An
Nisa’: 135
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“Wahai orang-orang yang
beriman, jadilah kamu penegak

>R, Abuy S, “Memahami Sumber Ajaran Islam”, Jurnal Al Qalam
Kajian Keislaman, Vol 20 No 98-99, Juli-Desember 2003, hal. 2

¢ Ahmad Sabri, “Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Dalam
Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1 No 5, Juli 2013,
hal. 374
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keadilan, menjadi saksi karena

Allah, walaupun terhadap dirimu

sendiri atau terhadap ibu bapak

dan gaum kerabatmu. Jika dia

“vang terdakwa” kaya ataupun

miskin, maka janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu karena
menyimpang dari kebenaran. Dan

Jika kamu memutarbalikkan (fakta)

atau enggan menjadi saksi, maka

ketahuilah  Allah Maha teliti
terhadap segala apa yang kamu
kerjakan. ™’

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah menyerukan
kepada orang-orang yang berimn kepada
Allah serta Rasul-Nya serta menjalankan
syari’at-Nya  untuk  selalu  tegak
melaksanakan keadilan, mengemukakaan
persaksian yang benar karena Allah.
Walaupun orang yang disaksikan saat itu
adalah diri kalian sendiri, orang tua,
kerabat dan karip  kalian  serta
bagaimanapun keadaan seorang yang
dipersaksikan, baik kaya ataupun miskiin.
Allah memerintahkan untuk memberikan
persaksian yang benar bukan mengikuti
hawa nagsu yang menyimpang dari
kebenaran, karena sesungguhnya Allah

> al-Qur’an, An-Nisa’ : 135
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itu Maha mengetahui apa-apa yang kalian
semua kerjakan®.

Menurut Imam Al Ghazali yang
dikutip oleh Tuti Munfaridah mengatakan
bahwa seorang pemimpin harus memiliki
kekuasaan. Kekuasaan menuruut al-
Ghazali ialah mampu menguasai hati
rakyat sehingga mereka bisa mentaati dan
menghormati segala peraturan yang sudah
ditetapkan®®. Kekuasaan yang dimaksud
adalah kekuasaan yang digunakan untuk
li maslahatil ‘ammah (demi kepentingan
umum). Apabila pemimpin tersebut telah
menggunakan kekuasaannya dengan baik
(sesuai dengan al Qur’an dan Hadist)
maka orang-orang mukmin harus taat dan
mendengarkan apa yang telah
diperintahkan oleh ‘ulul amr
(pemerintah). Hal tersebut selaras dengan
firman Allah surah An Nisa’ ayat 59:
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*% Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalin 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 371

*% Tuti Munfaridah, “Kepemimpinan dalam Islam”, Jurnal Studi
Islam dan Sosial, Vol. 14 No. 1, 2016, hal. 18
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“Wahai orang-orang yang
beriman! Ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasulullah (Muhammad),
dan  ‘Ulul Amri  (pemegang
kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka
kembalilah  kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya),
Jika kamu beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama bagimu dan lebih
baik akibatnya 60

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah memerintahkan
agar orang-orang Yyang beriman, patuh
dan taat kepada-Nya, terhadap Rosul-Nya
dan kepada para penguasa (orang-orang
yang memiliki kekuasaan “ulul ‘amri”) di
antara mereka supaya tercipta
kemaslahataan umum®.

Implementasi  kebijakan dapat
berjalan dengan baik dan lancar apabila
didukung oleh komunikasi secara efektif.
Komunikasi efektif artinya
menyampaikan sesuatu dengan cara yang
tepat serta jelas sehiingga informasi dapat
tersampaikan mudah dimengerti oleh

60 al-Qur’an, An-Nisa’ : 59
%! |mam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 342
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orang lain. Firman Allah dalam surat An
Nisa’ ayat 63 sebagai berikut: j
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“Mereka itu merupakan orang-
orang yang {sesungguhnya} Allah
mengetahui apa yang ada di dalam
hatinya. Karena itu berpalinglah
kamu dari mereka, dan berilah
mereka nasihat dan katakanlah
kepada mereka perkataan yang
membekas pada jiwanya. N
Ayat tersebut memberi penjelasan
bahwa Allah  memerintahkan untuk
memberikan nasihat agar takut kepada
Allah kepada orang munafik dan dusta
dengan nasihat yang dapat berbekas dan
menyentuh hati  mereka ® . Kalimat
“Qaulan Baligha” di sini memiliki arti
perkataan yang membekas. Artinya,
perkataan yang tepat sasaran, to the point
dan mudah dimengerti. Dengan demikian
komunikasi yang efektif merupakan
komunikasi yang tidak berbelit-belit,
tepat sasaran dan mudah dipahami oleh
seseorang.

62 al-Qur’an, An-Nisa’ : 63
%% |mam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo), hal. 344
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B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dibawah ini peneliti
ambil dari berbagai jurnal agar mendapat
penelitian terdaahulu yang sesuai atau relevan.
Penelitian terdahulu mempunyai sudut pandang
yang berbeda pada penelitian. Adapun penelitian
terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian terdahulu dengan judul :
“Analisis  Implementasi  Kebijakan
Work From Home Pada
Kesejahteraan Pengemudi
Transportasi Online di Indonesia”
Penelitian  ini  ditulis  oleh
Retnowati WD Tuti Magister llmu
Administerasi Fakultas Ilmu Sosisal
dan  llmu  Politik  Universitas
Muhammadiyah Jakarta, Tanggerang
Selatan®. Jenis pendekatan penelitian
ini adalah  penelitian  kualitatif.
Penelitian ini membahas tentang
implementasi kebijakan WFH pada
kesejahtteraan pengemudi transportasi
online di Indonesia. Hasil dari
penelitian ini  yaitu implementasi
kebijakan work  from home
mengakibatkan dampak menurunnya
kesejahteraan bagi pengemudi atau

% Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home
pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hal. 73-85
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sopir transportasi online, hal tersebut
terjadi karena banyak orang yang di
rumah saja.

Persamaan penelitian ini terletak
pada  focus  penelitian, vyaitu
implementasi kebiijakan Work From
Home. Sedangkan perbedaannya
terletak pada objek penelitian. Peneliti
sebelumnya melakukan penelitian
dengan menggunakan studi literature
dengan mendapatkan informasi dari
media massa. Sedangkan penelitian
sekarang melakukan penelitian di

Kantor Kemenetrian Agama
Sumenep.

Penelitian  terdahulu  berjudul
“Implementasi Kebijakan

Pengelolaan  Sampah di  Kota
Manado”

Penelitian ini ditulis oleh Yuliarto
Mokodampis, dkk. Jenis pendekatn
penelitian terdahulu memakai
pendekatan  penelitian  Kkualitatif.
Penelitian  terdahulu  membahasn
tentang  implementasi  kebijakan
pengelolaaan sampah di kota Manado.
Hasil penelitian ini yaitu
implementasi kebijakan  terkait
pengelolaaan sampah di kota Manado
sudah berjalan dengan baik. Akan
tetapi, pengelolaan sampah
mengalami kendala sedikit yaiyu
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kurangnya kesadaran  masyarakat
untuk memahami setiap aturan dalam
kebijakan pengelolaan sampah®.

Persamaan penelitian ini yaitu
terletak pada focus penlitian. Fokus
penelitian tersebut adalah
implementasi  kebijakan. Perbedaan
dari penelitian terdahulu dan sekarang
yaitu  objek penelitian.  Objek
penelitian penelitian terdahulu yaitu
pengelolaan sampah di Kota Mando
sedangkan penelitian sekarang di
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.

3. Penelitian terdahulu berjudul:
“Implementasi Kebijakan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) Di Kota
Gorontalo”

Penelitian ini ditulis oleh Asna
Aneta. Jenis penelitian terdahulu
dilakukan dengan penelitian kualitatif
dan metode studi kasus. Penelitian

terdahulu berisi mengenai
implementasi  kebijakan  program
penanggulangan kemiskinan

perkotaan di kota Gorontalo. Hasil
penelitian ini membuktikan bentuk
implementasi kebijakan dalam

% yuliarto dkk, “Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kota Manado”, Jurnal Jurusan llmu Pemerintaahan, Vol. 3 No. 3
Tahun 2019, hal 1-10
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program untuk menaggulangi angka
kemiskinan di kota Gorontalo sudah
dilakukan sesuai dengan kebijakan
P2KP, respon dari  pemerintah
Gorontalo tinggi pada implementasu
program kegiatan ini, serta
mas%/arakat mendukung  program
ini.®

Persamaan penelitian ini yaitu
terletak pada focus penlitian. Fokus
penelitian tersebut adalah
implementasi  kebijakan. Perbedaan
dari penelitian terdahulu dan sekarang
yaitu  objek  penelitian.  Objek
penelitian penelitian terdahulu yaitu
penannggulangan kemiskinan di Kota
Gorontalo  sedangkan  penelitian
sekarang di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep.

4. Penelitian terdahulu berjudul: ”Studi
Eksplorasi Dampak Work From Home
(WFH) Terhadap Kinerja Guru
Selama Pandemi Covid-19”

Penelitian ini ditulis oleh Agus
Purwanto. Penelitian terdahulu
menggunakan metode eksplorasi serta
menggunakan pendejatan penelitian
kualitatif. Adapun hasil penelitian

% Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penannggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo”, Jurnal
Administerasi Publik, Vol 1 No 1, 2010 hal. 54-63
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terdahulu ialah ada beberapa kerugian
dan keuntungan dalam program WFH.
Keuntungannya yaitu program WFH
lebih  fleksibel ketika melakukan
pekerjaan, tidak sesuai dengan jam
kerja dan lain-lain. Kerugiannya yaitu
pegawai menjadi hilang motivasi yang
bisa menyebabkan masalah keamanan
data.®’.

*7 Agus Purwanto, “Studi Eksplorasi Dampak Work From Home
(WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal of
Education, Psychology, and Counselling, Vol 2 No 1, 2020, hal. 92-
96
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan

Penulis melakukan penelitian dengan
pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif ialah metode peneliitian yang
menekankan penelitian pada hubungan
interaksi peneliti dengan kondisi nyata di
lapangan. Tujuan peneliti menggunakan
metode kualitatif yaitu untuk melihat
secara langsung kondisi yang terjadi
secara nyata. Pada penelitian ini, peneliti
ingin mengetahui implementasi, dampak
dan faktor-faktor yang mendukung
kesuksesan kebijakan work from home
(WFH) di Kantor Kementerian Agama.

2. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini meggunakan
pendekatan kuallitatif deskriptif.
Pendekatan kualtatif deskriptif ini ialah
menyajikan serta menganalisa fakta
secara sistematis sehingga bisa lebih
mudah untuk dapat dipahami. Penelitian
deskriptif ~ ini  menghasilkan  data
deskriiptif yang tidak berupa angka
namun berupa Kkata-kata tertulis, jadi
memperoleh gambaran penelitian secara
jelas. Oleh  karena itu, peneliti
memaparkan dan menggambarkan
implementasi, dampak dan faktor-faktor
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yang mendukung keberhasilan kebijakan
work from home (WFH) di Kantor
Kementerian Agama.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ialah tempat atau lokasi
peneliti untuk mencari informasi atau data
secara  langsung. Peneliti  melakukan
penelitian di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep. Kemenag Sumenep
yang terletak di JI. KH. Agus Salim No. 286
Sumenep.
C. Jenis dan Sumber Data
Untuk meyakinkan keakuratan data dalam
penelitian ini dilihat dari berbagai jenis dan
sumber data.
1) Jenis Data
Jenis data ialah sumber data yang
didapatkan oleh peneliti. Jenis data dibagi
dalam dua bagian, yaitu data primer serta
data sekunder.
a. Data Primer
Data primer ialah data yang
didapatkan dais umber pertama baik
dari individu ataupun perseorangaan
seperti wawancara. Sumber data
primer yang digunakan oleh peneliti
adalah Pegawai bagian Humas, UP
dan salah satu seksi di Kantor
Kementerian Agama Sumenep. Data
yang diperoleh peneliti menggunakan
cara wawancara secara langsung di
lapangan. Data-data yang didapatkan
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antara lain: implementasi kebijakan
Work From Home, dampak kebijakan
Work From Home dan factor-faktor
keberhasilan implementassi kebijakan
Work From Home.
b. Data Sekunder

Data skunder yang akan
digunakan yaitu website resmi Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten
Sumenep, dokumentasi dalam bentuk
file yang berisikan profil, struktur
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep serta data-data
yang berhubungan terhadap penelitian.

Di bawah ini merupakan table
kategori dari jenis data:

Kategori Data

N | Jenis Data | Prime | Sekunde
0 r r

1 | Implementas | <
I Kebijakan
WFH

2 | Dampak N
Kebijakan
WFH

3 | Faktor-
faktor \/
keberhasilan
implementas
i WFH

4 | Profil,
struktur
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Kantor \/
Kementerian

Agama

Kabupaten
Sumenep
serta  data-
data  yang
berhubunga
n dengan
penelitian.

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data

yang akan penulis dapatkan dari dua
sumber, yaitu informman dan
dokumentasi.

a.

Informan
Informan yang diteliti  meliputi
Pegawai bagian Humas, UP dan salah
satu seksi di Kantor Kementerian
Agama Sumenep di Kantor Kemenag
Suemenep.
Dokumentasi

Peneliti juga mencari informasi
dari  dokumentasi. Tujuan  dari
menggunakan dokumentasi sebagai
salah satu sumber data yaitu untuk
mengetahui struktur Kantor Kemenag
Sumenep, gambaran umum Kantor
Kemenag Sumenep, dan peraturan
selama menerpakan WFH di Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
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Sumenep.  Adapun  dokumentasi
tersebut berbentuk file yang berisikan
profil, struktur dan data yang

berhubungan dengan penelitian di
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.

Agar dapat memahami pengertian
dari pengumpulan data, bisa dilihat

pada table di bawah ini:

Teknik
N Data Sumber | Pengump
0 Data ulan Data
1 | Primer: 1. Hum
Narasum as
beratau |2. Pega | Wawancar
Informan wai a
UP
3. Staf
seksi
ASN
4, Staf
seksi
Non
ASN
2 | Sekunder | Pegawai
: bagian
Profil, umum Observasi
struktur dan
Kantor dokument
Kemente asi
rian
Agama
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Kabupat
en
Sumenep
serta
data-data
yang
berhubun
gan
dengan
penelitia
n.
3 | Lampira | Kantor
n- Kemente | Dokument
lampiran | rian asi
foto Agama
Kabupat
en
Sumenep

D. Tahap-Tahap Penelitian
Tahapan penelitian kualitatif memiliki
tiga tahap di bawah ini:
1) Tahap Lapangan
Tahap lapangan merupakan metode
yang digunakan di dalam penelitian
kualitatif. Terdapat beberapa langkah
yang dilakukan peneliti dalam penelitian
kualitatif ini, yaitu:
a. Menyusun rancangan penelitian.
Dalam tahapan ini, peneliti
memulai dengan membuat matriks
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penelitian. Rancangan penelitian atau
yang biasa peneliti sebut dengan
matriks diantaranya berisi; latar
belakang, rumusan masalah, kajian
teoritik, pemilihan lapangan dan
pemilihan alat penelitian.

Memilih lapangan penelitian.

Dalam tahapan ini, peneliti
menentukan tempat atau objek
penelitian. Sebelum peneliti
menetapkan lapangan sasaran, peneliti
lebih dulu mencari informasi dalam
objek yang akan  doijadikan
penelitian, jadi mendapatkan masalah
yang ada. Setelah menetapkan
masalah barulah peneliti menetapkan
sebagai objek penelitian. Dalam
penelitian ini, peneliti memilih Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Suemenp sebagai objek penelitian.
Mengurus surat izin

Tahap ini, yakni proses mengurus
surat izin penelitian ialah prosedur
atau aturan yang sudah dibuat oleh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya.

Memilih narasumber.

Pada tahap ini, peneliti melakukan
pemilihan informan. Peneliti memilih
informan yang memiliki Kriteria
sebagai berikut.
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1. Informan yang  memiliki
pemahaman baik terkait focus
penelitian.

2. Informan yang digolongkan
masih  berhubungan dalam
kegiatan yang diteliti.

3. Informan  yang  memiliki
waktu yang memadai atau
cukup untuk dimintai
informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti

memilih  beberapa informan, vyaitu

Humas Kementerian  Agama
Kabupaten Sumenep, pegawai UP
Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumenep, dan beberapa
pegawai atau staf perseksi di Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten

Sumenep.
e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
Peneliti menggunakan

perlengkapan yang berupa berupa,
kamera HP, perekam suara, buku
catatan dan bolpoint sebagai alat
penggalian  data pada  kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep.
f. Menyiapkan lapangan dan
mengumpulkan data
2) Tahap Analisis Data
Dalam tahap analisis data
mengandung metode pengolahan data
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agar dapat dijadikan informasi yang
mudah dipahami.
3) Tahap Penulisan Laporan
Dalam penulisan laporan terdapat hasil
akhir dari suatu penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pada  penelitian  sekarang  untuk
memproleh data yang valid maka peneliti
akan menngunakan beberapa cara untuk
pegumpulan data, yaitu:
1) Wawancara
Wawancara merupakan
pengumpulan data menggunakan proses
tanya jawab yang dilakukan dengan lisan
antara dua orang ataupun lebih dengan
berhadapan secara fisik, yang mana dapat
saling melihat dan saling mendengar.
Peneliti menggunakan teknik wawancara
agar dapat memperoleh informasi akurat
secara langsung dengan narasumber.
Peniliti telah mewawancarai Humas
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep, Pegawai UP Kementerian
Agama  Kabupaten  Sumenep dan
beberapa pegawai Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.
2) Observasi
Observasi  merupakan  teknik
pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri
khas jika dibandingkan pada teknik
lainnya. Teknik ini dilakukan apabila
penelitian berkaitan dengan perilaku
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3)

proses Kkerja, manusia, dan apabila jumlah
responden yang akan diteliti tidak terlalu
banyak.  Observasi  berperan  serta
mempunyai kelebihan yaitu data yang
diperoleh lebih lengkap dan akurat.

Observasi  memiliki ~ banyak
Klasisifikasi. Dalam penelitian ini, proses
pelaksanaan pengumpulan data observasi
yang dilakukan oleh peneliti
menggunakan proses participan
observation (Observasi berperan serta).
Peneliti berperan serta atau terlibat dalam
kegiatan sehari-hari yang juga akan
digunakan sebagai sumber data.

Observasi pasrtisipatif memiliki
beberapa macam. Peneliti menggunakan
observasi partisipasi lengkap. Observasi
partisiipasi lengkap yaitu pada
pengumpulan data, peneliti telah terlibat
dengan penuh dengan apa yang dilakukan
oleh sumber data.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode
dalam mencari data tentang hal-hal yang
berupa transkrip, catatan, buku dan lain-
lain. Metode dokumentasi ini bertujuan
untuk menguatkan data-data yang telah
didapat sebelumnya. Dokumentasi yang
digunakan oleh peneliti adalah website
resmi  Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep, dokument dalam
bentuk file yang berisikan profil Kantor
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Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep. Surat edaran terkait Work From
Home di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.

F. Teknik Validitas Data
Teknik validitas data disebut juga dengan
uji keabsahan data. Uji ini dilakukan agar
supaya data pada penelitian  bisa
dipertanggungjawabkan untuk penelitian
secara ilmiah. Uji validitas data yang akan
dilakukan oleh peneliti adalah trianggulasi
data dan perpanjangan pengamatan.
1. Triangulasi Data
Trianggulasi  data  merupakan
pengecekan data yang didapat dari
berbagai sumber dengan berbagaai waktu.
Dalam metode ini, peneliti akan
menanyakan terkait focus penelitian
kepada informan yang ada di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep. Peneliti juga akan memadukan
hasil wawancara dengan hasil observasi.
Hal tersebut akan dilakukan untuk
membandingkan hasil informasi yang
diperoleh dari berbagai sumber. Selain
itu, peneliti juga akan membandingkan
dengan dokumen organisasi yang terkait
sejarah, profil dan system manajemen
yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep. Dengan demikian,
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teknik tersebut akan membantu mengecek
keabsahan data penelitian yang diperoleh.

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat
mengingkatkan kepercayaan atau
kredibilitas data. Perpanjangan
pengamatan ini mampu meningkatkan
kepercayaan karena dengan melakukan
perpanjangan pengamatan berarti peneliti
kembali ke lapangan,  melakukan
pengamatan dengan sumber data yang
pernah ditemui ataupun baru ditemui.
Selain itu, dengan melakukan
perpanjangan pengamatan ini  artinya
hubungan peneliti dengan nara sumber
semakin akrab, semakin terbuka dan
saling menghargai sehingga tidak ada
informasi  yang disembunyikan lagi.
Peneliti melakukan perpanjangan
keikutsertaan di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep selama
kurang lebih satu bulan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah tahap terakhir
dalam melakukan penelitian kualitatif. Dalam
penelitian ini peniliti akan menggunakan
teknik analisis data menurut Creswell. Terdiri
beberapa metode dalam mengolah dan
menganalisis data menurut Craswel, sebagali
berikut:
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Mengolah data dan mempersiapkan data
untuk dianalisis.

Di dalam tahapan ini terdiri atas kegiatan
wawancara, mencatat semua data yang
didapatkan baik dari observasi ataupun
dokumentasi.

Membaca data secara keseluruhan.

Di dalam tahap ini peneliti mentranskrip
hasil wawncara. Dalah tahapan ini
peneliti  biasanya menulis beberapa
catatan Khusus ataupun gagasan umum
yang didapatkan.

Mencoding data.

Di dalam tahap ini peneliti melakukan
coding data ataupun informasi yang sudah
didapat, dan nantinya akan diolah menjadi
segmen-segmen tulisan sebelum
dimaknai.

Menyusun kategorisasi.

Pada tahap ini terdapat proses kognitif
untuk  mengklasifikasikan  peristiwa
ataupun obyek-obyek ke dlam kategori-
kategori yang memiliki makna.
Menyajikan data.

Dalam tahap penyajian data peneliti akan
menjabarkan  tema-tema, kronologi
peristiwa dan perspektif khusus dalam
pelaksanaan penelitian tanpa adanya
perubahan.

Menganalisis data.

Tahap ini merupakan tahap terakhir
dalam metode Craswell. Di dalam
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tahapan ini peneliti akan menganalisis
data dan membandingkan antara data
yang telah diperoleh dari hasil penelitian
dengan teori yang telah ada sebelumnya,
kemudian memunculkan teori baru atau
menyangkal teori tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Sejarah perkembangan

Berdirinya Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumenep tentunya berawal dari

berdirinya Kementerian Agama Republik

Indonesia. Berdirinya Kementerian Agama

Republik Indonesia berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) ‘1945.
Pada pasal 29 ayat satu dan dua,

1) Negara berdasarkan atas ketuhana
Yang Maha Esa (YME)

2) Negara yang menjamin kemerdekaaan
tiap-tiappenduduk untuknmemluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menuurut agamanya dan
kepercayaanya itu.

2. Penetapan pemerintah. Penetapan
pemerintah di Nomor 1/SD Th 1946
tentang dibentuknya Kementerian Agama.

3. Penetapan dari pemerintah nomor 5/SD
Th 1946 mengenai pelimpahan tugas-
tugas  keagamaan  dari  beberapa
departement yang mencakup perkawinan,
peradiilan agama, kemasjidan, urusan
mahkamah islam tinggi dan pengajran
agama di sekolah-sekolah.

4. Juga berdasarkan surat  keputusan
presiden Rl Nomor 1/SD Th 1946, pada
tanggal 03 Januari 1946, tentang
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pendirian “Departemen Agama’ yang
ditetapkan di Yogyakarta.

5. Kedudukan “Departemen Agama”
sebagai bagian dari pemerintah Negara
yang dipimpin oleh seorang mentri agama
RI Th1946, maka diterapkan ‘hari
berdirinya “Kementerian Agama” dalam
Republik Indonesia ialah hari Kamis
tanggal 03 Januari 1946 M bertepataan
pada tanggal 29 Muharram 1364 H.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep menyesuaikan dengan kondisi dan
situasi dan perkembangannya sudah bisa
menjalankan tugas kepemerintahan dan
pembangunan serta memberi pelayanan bagi
masyarakat  beragama di  Kabupaten
Sumenep. Pada saat berdiri pertama Kali,
Kementerian Agama saat itu masih
merupakan perwakilan Departemen Agama
memiliki struktur organisasi yang menjadi
tiga bagian. Struktur organisasi tersebut
adalah Dinas Inspeksi Penerangan Agama,
Dinas Inpeksi Urusan Agama, dan Dinas
Inspeksi Pendidikan Agama Islam. Pada saat
itu Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
bertempat di Masjid Agung Sumenep,
tepatnya di depan Taman Adipura yang
sekarang menjadi alun alun Kota Sumenep.

Munculnya keputusan dari  Menteri
Agama Rl Nomer 18 Th 1975 mengenai
struktur organisasi serta tata kerja dari
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departement agama, berdasarkan hal tersebut
kantor perrwakilan Departeme Agama yang
ada di seluruh Indonesia berganti nama
menjadi Kantor Departemen Agama termasuk
di Sumenep. Perubahan itu diikuti juga
pergantian nama unit kerja berganti seksi
urusan agama, seksi penerangan agama
Islam, seksi Pendidikan agam Islam dan
bertambah pula unit kerja seksi perguruan
Agama Islam serta sub bagian tata usaha
yang menjalankan bidang kepegawaian dan
administrasi.

Selanjutnya pada thn 1969 Kantor
Departement Agama Kabupaten Sumenep
pindah tempat kerja. Kantor Departemen
Agama Kabupaten Sumenep berpindah
tempat di gedung baru yang beralamatkann di
JL. A. Yani Pajagalan Sumenep atau yang
biasa masyarakat Sumenep sebut dengan
Kampung Arab.

Pada thn 1969 Kantor Departemen
Agama Kabupaten Sumenep berpindah lokasi
kerja lagi. Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sumene pindah pada gedung baru
yang diresmikan secara langsung oleh Mentri
Agama. Mentri Agama pada saat itu adalah
Bapak Alamsyah Ratu Prawiranegara.
Gedung baru tersebut terletak di JI. KH.
Agussalim No. 286 Pangarangan Kab.
Sumenep. Gedung baru ini masih ditempati
hingga saat ini.
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Pada tahun 1981diterbitkan sebuah
keputusan Mentri Agama RI No. ’45 Tahuun
1981 mengenai struktur organisasi serta tata
kerja  Departemen  Agama. Terbitnya
keputusaan Mentri Agama yang baru tersebut
memberi perubahan kembali dalam tatanan
kerja kantor Departemen Agama. Kantor
Departement Agama terdapat tambahan lagi
satu unit keerja yaitu penyelenggara
bimbingan haji.

Berdasarkan KMA No. 45 Thn ‘1981 unit
kerja ditambah seksi perguruan Agama Islam.
menurut KMA Nomor.373 tahu 2002
ditambah dengan Penyelenggaara Zakat
Wakaf dan Mapeanda dalam Tipologi Il.a

Perubahan terakhir terkait unit tata kerja
yaitu pada saat diterbitkannya PMA. No 13
thn 2012 mengenai Organisasi dan Tata Kerja
Instanssi  Vertikal Kementerian Agama;
bahwa Struktur Organisasi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep,
meliputi : Sub bagiaan Tata Usaha (Subbag
TU), Seksi Bimbiingan Masyarakat Islam
(Bimas), Seksi  Pendidikan  Madrasah
(PENDMA), Seksi Pendidikan Agama Islam
(PAIS), Seksi Pendidikan Diniyyah dan
Pomdok Pesantren (PONTREN), Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU),
Seksi Penyelenggaraan Syari’ah (PENSYAR)
serta Kelompok Jabatan Fungsiional.

Menurut peraturan presiden Republik
Indonesi (RI) No.47 Th 2009 mengenai
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Pembentuan Organisasi Kementerian Agama,
dan menurut Peraturan Mentri Agama Nomor
1 Th 2010, maka terhitung sejak tgl 28
Jnavari 2010 penyebutan “Departemen
Agama” berganti menjadi “Kementerian
Agama”. Selain itu, bukan hanya nama
Kementerian Agama Pusat saja yang berganti
namun diikuti juga oleh seluruh Kantor
Wilayah di  Provinsi dan Kantor di
Kabupaten, termasuk di Kabupaten Sumenep.
Kantor Departemen Agama Kab. Sumenep
berganti  Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.
Dengan adanya perubahan tersebut
membuat semua pengunaan atribut seperti
logo, kop surat, papan nama, stempel dan lain
sebagainya mengarah kepada Kementerian
Agama yang mennggunakan penyebutan
“Departemen Agama” harus diganti menjadi
“Kementerian Agama”.
Berikut adalah nama-nama Kepala dari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep, dari sejak berdiri hingga saat ini
adalah berikut ini:
1. KH. R. Ach. Achjak
1971-1976

2. KH. Bahauddin Mudhary
1976-1977

3. H. Moh. Halil, BA
1977-1987

4. Drs. H. Roziqi
1987-1955
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5. Drs. H. Awis Ahmad Wisuno
1995-1998

6. Drs. A. Husein Hurdy
1998-2003

7. Drs. H. Mahmud
2003-2007

8. H. Imron Rosyidi, SH, M. Si
2007-2011

9. Drs. H. Idham Cholid, MH
2011-2013

10. Drs. Ec. H. Moh. Shodig, M.Pd. |
2013-2016

11. Drs. H. Moh. Bakri, M.Pd. |
2016-2018

12. Drs. H. Juhedi MM.Pd

6. Lokasi penelitian
Peneliti melakukan penelitian di kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
Kantor Kemenag Sumenep ini berlokasi di Jl.
KH. Agus Salim No. 286 Sumenep. Kode pos
694212.

7. Visi, Misi, dan Tujuan
> VISI
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang
taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera
lahir batin dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
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> MISI

1. Meningkatkan ~ pemahaman  dan
pengallaman ajaran agama.

2. Memamtapkan kerukunan intra dan
antar umat beragama.

3. Menyediakan pelayanan kehidupan
beragama  yang merata  dan
berkualitas.

4. Meningkatkan pemanfaaatan dan
kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah yang berkualitas dan
akuntabel.

6. Meningkatkan akses dan kualitas
pendidikanumum  berciri  agama,
pendidikan

7. agama pada satuan pendidikan
umum, dan pendidikan keagamaan.

8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang  bersih,  akuntabel, dan
terpercaya.

» TUJUAN
“Pengendali Kerukunan Ummat
Beragama”

8. Struktur Organisasi
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Kepala Kemenag
Kabupaten Sumenep
Drs. H. Djuhedi M. Mpd

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
H. M. Khanif S.Ag M.

Penyelenggara
Syari'ah
H. Muhammad
Shadig M.Pd

Kepala Seksi
Kepala Seksi Pondok
Kepa‘Ia Seksi '_Il’e'r'n(/jeler:'lggara;1 6 Kebpala Selklsi Pesantren Kepala Seksi
Pendidikan Islam ajidan Umra imbingan Islam PIt. Pendma
Drs. A. M. A Yasin H. Moh. Rifa'i Drs. H. Abd. azIS s .
M, Si Hasyim S.Pd m.sl H. Moh Rifa'i M. Tawil M.pd
M.Mpd Hasyim S.Pd
M.Mpd
B. Penyajian Data

Penyajian data ini berisikan gambaran atau
deskripsi data yang didapatkan dari hasil
penelitian pada lapangan, wawancara serta
dokumnetasi yang ada, untuk membantu keaslian
data yang disajikan. Adapun data tersebut
mengenai implementasi kebijakan Work From
Home (WFH) yang meliputi beberapa hal
diantaranya implementasi kebijakan WFH,
dampak kebijakan WFH, dan factor-faktor
pendukung dari implementasi kebijakan WFH di
Kantor ~ Kemenetrian  Agama  Kabupeten
Sumenep. Adapun keterangan daripada coding
adalah sebagai berikut:

NS1 : Humas Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumenep

NS 2 : Staf UP Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumebep
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NS 3 : Pegawai ASN Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep

NS4 : Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

Data yang di dapatkan peneliti akan diuraikan
lebih lanjut, dibawah ini:

1. Implementasi Kebijakan WFH

Implementasi kebijakan adalah bagian
paling penting pada Kkebijakan karena
mengacu pada proses pelaksanan suatu
kebijakan. Implememtasi kebijakan WFH
ialah pelaksanaan dari kebijakan WFH yang
sudah ditetapkan serta telah ditentukan
kegiatan-kegiatan untuk meraih tujuan yang
sudah  dibuat  sebelumnya.  Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
selama masa  pandemic  Covid-19
menerapkan kebijakan Work From Home
(WFH). Hal ini dapat diketahui dari hasil
observasi yaitu keadaan kantor yang sepi
karena pegawai masuk bergiliran dengan
menerapkan protocol kesehatan yang ketat
seperti memakai masker dan menjaga
jarak®. Selain itu dari data observasi juga
ditemukan pengunjung yang datang dibatasi
serta harus mentaati protocol kesehatan
yang telah disediakan oleh kantor. Berikut
merupakan gambaran pelaksanaan

% Hasil observasi pada 11 Januari 2021
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implementasi kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

a. Dasar Kebijakan WFH

Kebijakan merupakan respon atas
peristiva = yang  sedang terjadi.
Kebijakan juga dapat berarti hasil
rumusan pemerintah yang berdasarkan
dari segala kejadian yang terjadi di
masyarakat. Hal ini seperti pemerintah
yang mengeluarkan kebijakan Work
From Home atau bekerj di rumah untuk
mengurangi dan mencegah penyebaran
wabah Covid-19. Berdasarkan hasil
wawancara, ditemukan bahwa
implementasi kebiijakan Work From
Home (WFH) di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep
berdasarkan imbauaun atau surat edaran
yang telah dikeluarkan oleh pihak
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Jawa Timur.

Hal di atas bisa diketahui dari hasil
wawancara kepada berbagai informan.
Seperti yang dikemukakan oleh NS.1.
NS.2. NS.3. NS.4. ketika peneliti
menanyakan tentang dasar
implementasi kebijakan  di Kantor
Kemenetrian Agama Kabupaten
Sumenep. NS 1 menjawab “ini intruksi
dari Menteri Agama. dari Menteri
Agama kemudian turun kepada bapak
kakanwil yang kemudian diintruksikan
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kepada seluruh kemenag di Jawa Timur
“(NS 1, 22/12/20)%°. Kemudian NS 2
menyatakan “dasarnya adalah emang
surat dari dari pusat terus dilanjutkan
dengan kanwil terus dilanjutkan dengan
kabupaten”’(NS 2, 22/12/20)°. NS 3
juga menyatakan “Dari pemerintah
kemudian ke Kementerian agama lalu
ke Kanwil dan kemudian kepada
Kementerian agama kab ko itu” (NS 3,
22/12/20)™. NS 4 memberikan jawaban
yang sama dengan NS 1, 2 dan 3 vyaitu;
“Kebijakan itu berasal Dari pemerintah
kemudian ke Kementerian agama lalu
ke Kanwil dan kemudian baru kepada
Kementerian agama kabupaten” (NS 4,
23/12/20)"

Dari jawaban para narasumber
tersebut terlihat bahwa implementasi
kebijakan Work From Home (WFH) di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep berdasarkan adanya surat
edaran atau surat perintah dari Kantor
Wilayah Kementerian Agama Jawa
Timur. Surat edaran yang dikeluarkan
pihak Kantor Wilayah Kementerian
Agama Jatim  berdasarkan  pada
kebijakan yang dikeluarkan oleh

®® Hasil wawancara dengan narasumber 1 pada 22 Desember 2020
7% Hasil wawancara dengan narasumber 2 pada 22 Desember 2020
! Hasil wawancara dengan narasumber 3 pada 22 Desember 2020
7% Hasil wawancara dengan narasumber 4 pada 23 Desember 2020
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Kementerian Agama RI yang juga
berdasarkan dari kebijakan pemerintah.

Posko siaga Covid-19

System kerja WFH tidak dapat
diterapkan  kepada semua  jenis
pekerjaan. Salah satu jenis pekerjaan
yang tidak dapat menerapkan system
kerja. WFH adalah  pelayanan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan, ketentuan yanag terlampir di
surat edaran “penyesuaian system kerja
pegawai dalam upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 pada Kementerian
Agama” dan observasi,  ditemukan
bahwa selama menerapkan kebijakan
WFH, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten  Sumenep  mengadakan
Posko Siaga Covid-19 untuk melayani
masyarakat sesuai dengan protocol
kesehatan.

Hal di atas didapat dari hasil
wawancara bersama beberapa informan.
Seperti yang dikemukakan oleh NS.1.
NS.2. NS.3. NS.4. ketika peneliti
menanyakan tentang system kerja WFH
di Kantor Kementerian  Agama
Kabupaten Sumenep. NS 1 menjawab
seperti di bahwa ini:

“pada saat pandemi
Kementerian Agama melakukan
posko. Posko, posko
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pengamanan covid-19 yang
posko itu paling tidak mampu
memberikan  layanan  secara
tatap muka langsung di masa
pandemi ini kami mengadakan
posko covid-19 Kantor
Kementerian Agama. Di situ itu
jumlahnya dua atau tiga orang
berjaga  jarak” (NS 1,
22/12/20)"

Kemudian pernyataan NS 2 hampir

sama dengan NS 1 yaitu :
“Ada posko Covid dan ada
beberapa persen dari temen yang
mewakili dari kepegawaian dari
umum dari seksi seksi yang
menangani bidang bidang seksi
di sininya yaa satu Satu
[ceieennnnn Jcovid ini kan jaga
Jarak. jadi biar tidak
berkerumun di kumpul dengan
satgas covid.” (NS 2,
22/12/20)"

Sedangakan NS 3 menyatakan
“selama menerapkan WFH karena ada
yang piket jaga atau posko covid-19
maka di kantor kami sediakan tempat

7% Hasil wawancara dengan narasumber 1 pada 22 Desember 2020
7% Hasil wawancara dengan narasumber 2 pada 22 Desember 2020
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cuci tangan di setiap titik yah seperti
didepan posko siaga covid-19 depan itu,
depan  gedung PTSP” (NS 3,
22/12/20) . NS 4 memberikan
penjelasan “Di sini kan kami ada yang
namanya posko covid-19 itu untuk
melayani masyarakat sesuai protocol
kesehatan. Jadi di batasi gitu” (NS 4,
23/12/20)™

Selain itu, dalam ketentuan surat
edaran “penyesuaian system kerja
pegawai dalam upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 pada Kementerian
Agama” terdapat ketentuan tentang
pengaturan bekerja dari rumah. Dalam
pengaturan tersebut terdapat point
tentang perintah membentuk Posko
Siaga Covid-19. Hal ini juga diperkuat
dengan hasil observasi yaitu adanya
gedung PTSP yang didepannya terdapat
benner besar dengan tulisan “POSKO
SIAGA COVID-19” dan sejumlah
fasilitas  protocol kesehatan yang
tersebar di setiap dalam dan luar
ruangan’’. Fasilitas pendukung protocol
kesehatan tersebut berupa tersedianya
wastafel beserta sabunnya, hand
sanitizer dan tanda silang merah yang
menujukkan harus berjaga jarak.

’® Hasil wawancara dengan narasumber 3 pada 22 Desember 2020
7% Hasil wawancara dengan narasumber 4 pada 23 Desember 2020
”7 Hasil observasi 11 Januari 2021
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Dengan  demikian, dari hasil
jawaban informan, surat edaran dan
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hasil observasi dapat dilihat bahwa
selama menerapkan kebijakan Work
From Home (WFH) Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep membentuk Posko Siaga
Covid-19. Tujuan dibentuknya posko
covid-19 untuk tetap dapat memberikan
pelayanan ditengah pandemki Covid-
19. Posko Siaga Covid-19 ini bertempat
di ruangan Pelayanaan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Kantor Kementerian
Agama Kab. Sumenep. Penjaga posko
siaga covid-19 hanya beranggotakan
sekitar 3-5 orang setiap harinya secara
bergilir. Pegawai yang kebagian piket
menjaga posko adalah perwakilan dari
masing-masing seksi dan pegawai
perwakilan dari bagian umum. Pegawai
yang kebagian jadwal menjaga posko
siaga harus mentaati protocol kesehatan
selama bekerja di kantor. Selain itu,
kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep juga melengkapi sarana
protokol kesehatan di dalam maupun di
luar ruangan, seperti tempat cuci
tangan, handsanitizer dan sebagainya.

. Absen Manual

Ketika  instansi  mengeluarkan
kebijakan bekerja dari rumah maka
instansi harus menyatakan secara jelas
terkait bentuk peraturannya selama
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penerapan kebijakan WFH, salah
satunya  vyaitu  terkait  absensi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
para narasumber, Sistem absen yang
diterapkan oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep selama
menerapkan WFH vyaitu absen secara
manual.

Hal di atas didapat berdasarkan hasil
wawancara kepada beberapa informan.
Seperti yang dikemukakan oleh NS.1.
NS.2. NS.3. NS.4. ketika peneliti
menanyakan tentang system absensi
pegawai ketika melaksanakan kebijakan
WFH. NS 1 menjawab “absennya
secara manual dirumah yang nanti
diserahkan kalau sudah satu bulan” (NS
1, 22/12/20) ® . Kemudian NS 2
mengemukakan “Kalau WFH itu
pakainya  absen  manual” (NS,
22/12/20) ® . Sedangkan NS 3
mengatakan seperti dibawah ini:

“... trus Kalau absen itu kita ya
absen manual nak, nanti disetor
setiap satu bulan [...] absennya
itu yah, kita dikasi blanko absen
yah kertas. Nanti kita eee apa eee
isi sendiri di rumah masing-
masing tentunya yah. Nah baru

78 Hasil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
7® Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
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kemudian kalau udah sebulan
kita setorkan ke depan ke UP
sana” (NS 3, 22/12/20)%.

Jawaban dari NS 4 hampir sama
dengan jawaban NS 1 yaitu “Kalau
absensi yaaaaa setiap hari tapi dibuat
manual. Na nanti dalam satu bulan itu
nanti disetorkan” (NS 4, 23/12/20)%

Dari hasil wawancara dengan para
informan, dapat dilihat bahwa selama
menerapakn WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep pegawai melakukan absensi
secara manual di rumah masing-masing.
Kemudian  absen  tersebut  akan
dikalkulasikan selama satu bulan dalam
bentuk hardfile dan diserahkan kepada
pegawai bagian UP oleh seluruh
pegawai Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.

d. Jadwal Kerja

Jadwal kerja merupakan salah
satu peraturan yang harus ditentukan
sebelum menerapkan kebijakan WFH.
Pengaturan jadwal perlu ditentukan
sebelumnya agar pekerjaan dapat
terselesaikan sesuai jawadal biasanya.
Berdasarkan hasil wawancara,

8 Hasil wawancara dari narasumber 3 pada 22 Desember 2020
® Hasil wawancara dari narasumber 4 pada 23 Desember 2020
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ditemukan bahwa jadwal kerja Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep selama menerapkan kebijakan
Work From Home sama seperti ketika
Work From Office.

Pernyataan di atas dapat
diketahui berdasarkan hasil wawancara
bersama beberapa informan. Seperti
jawaban yang dikemukakan oleh NS. 1
NS. 2 NS. 3 dan NS.4 ketika ditanyakan
tentang jadwal kerja di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep selama menerapkan WFH. NS
1 menjawab “Jadwal kerja ya sama ga
ada yang berobah, seperti biasa.
Dimulai dari jam 07.30 sampai jam
empat sore itu” (NS 1, 22/12/20)% .
Kemudian NS 2 menyatakan “Jadwal
sesuai dengan pelaksanaan yang masuk.
jadi masuknya jam 7.30 terus istirahat
pulangnya Jam 4” (NS 2, 22/12/20)%.
Sedangkan NS 3 menjawab “Kalau
jadwal yah sama seperti biasanya,
hanya sajakan kita bekerja dari rumah”
(NS 3, 22/12/03)%*. NS 4 memberikan
jawaban yang sama dengan NS 1 dan
NS 2 vyaitu “Yaaa kalau jadwal yah
seperti biasa itu, dari jam 07.30 sampai

8 Hasil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
# Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
# Hasil wawancara dari narasumber 3 pada 22 Desember 2020
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jam 16.00 itu. Bedanya yaa Kkita
kerjanya di rumah” (NS 4, 23/12/03)%°.

Dari hasil jawaban wawaancara
dengan para informan dapat dilihat,
bahwa selama Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep
menerapkan kebijakan WFH pengaturan
jadwal kerja masih sama dengan ketika
Work From Office. Jadwal kerja
tersebut di mulai pukul 07.30 pagi
hungga pukul 16.00 sore dari hari senin
hingga hari sabtu.

e. Alat Kerja dan Koordinasi Selama

WFH

System kerja WFH
menggunakan media telekomunikasi
baik saat bekerja maupun berkoordinasi
dengan rekan kerja selama WFH.
Berdasarkan hasil wawancara,
ditemukan, bahwa selama implementasi
kebijakan WFH pegawai Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep menggunakan bantuan media
telekomunikasi dalam bekerja dan
berkoordinasi dengan rekan kerja.

Pernyataan di atas dapat
diketahui  berdasarkan  hasil  dari
wawancara bersama beberapa informan.
Seperti jawaban yang dikemukakan
olen NS. 1 NS. 2 NS. 3 dan NS.4 ketika

® Hasil wawancara dari narasumber 4 pada 23 Desember 2020
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ditanyakan tentang alat kerja serta
koordinasi di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep selama
menerapkan WFH. NS 1 menjawab
“Apapun kita lakukan dalam rangka
kelancaran dan informasi  dalam
bekerja, walaupun melalui wa kemudian
email dan lain sebagainya” (NS 1,
22/12/20)%. Kemudian NS 2 menjawab
“Yaaaa pakek zoom ya pakai WA aja
kalau emang cukup bicara ya pakai WA
telepon tapi kalau untuk rapat banyak
sebuah tim ya pakek zoom” (NS 2,
22/12/20)¥. NS 3 juga menjawab “kami
biasanya pakek WA yaa komunikasi di
grup WA, kalau penting banget dan yah
mendesak itu kadang langsung telfon.
Pakek zoom itu kalau evaluasi atau ada
rapat” (NS 3, 22/12/20) ® . NS 4
memberikan jawaban yang sama persis
dengan NS 3 yaitu “biasanya pakek WA
yaa WA grup atau kadang langsung
telfon. Pakek zoom itu kalau rapat atau
yevaluasi yaa itulah” (NS 4, 23/12/20)%°

Berdasarkan jawaban
wawancara bersama para informan bisa
dilihat, bahwa selama menerapkan
kebijakan WFH Kantor Kementerian

¥ Hasil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
8 Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
# Hasil wawancara dari narasumber 3 pada 22 Desember 2020
# Hasil wawancara dari narasumber 4 pada 23 Desember 2020
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Agama Kabupaten Sumenep
menggunanakn media telekomunikasi
sebagai alat kerja dan berkoordinasi
dengan rekan kerja. Media tersebut
berupa Whatsaap, Email dan Zoom.
Pengukuran Produktivitas Pegawai

Produktivitas  pegawai  selama
bekerja dari rumah sangat berpengaruh
terhadap perusahaan atau instansi.
Pengukuran produktivitas dapat menjadi
alat untuk menilai efisesinsi kerja
pegawai. Berdasarkan hasil wawancara,
ditemukan bahwa selama menerapkan
kebijakan WFH Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep tetap
melakukan pengukuran produktivitas
pegawai.

Pernyataan di atas dapat diketahui
berdasarkan hasil dari wawancara
bersama beberapa informan. Seperti
jawaban yang dikemukakan oleh NS. 1
NS. 2 NS. 3 dan NS.4 ketika ditanyakan
tentang  pengukuran  produktivitas
pegawai selama menerapkan kebijakan
WFH. NS 1 menjawab seperti di bawah
ini.

“dengan adanya laporan tadi
kan jadi tau bagaimana
Kinerja dari pegawai, apa dia
masuk terus apa gimana. Trus
yah selain itu juga biasanya
kami ada agenda haria jadi
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jadi agenda harian itu apa
yang kita kerjakan perhari
trus juga apa namanya
keluaran atau hasil dari apa
yang kita kerjakan. Makanya
saya bilang kalau d rumah
dan nggak ada intruksi itu
kita apa yah dituntut untuk
kreatif  gitu” (NS 1,
22/12/20)%

Sama halnya dengan NS 1. NS 2
menyatakan seperti di bawah ini

“Iyaaaak. Dengan pelaporan
absensi laporan harian dengan
juga mencatat, jadi dicatat
dengan agenda harian nya
juga bekerja apa ditulis jam
berapa melayani apa Terus
outputnya apa kegiatannya di
mana. Ada laporan. Nah di
akhir bulan diketahui oleh
pimpinan. Sama saja Cuma
tidak sering tatap muka, kalau
disinikan sering tatap muka”
(NS 2, 22/12/20)*

Kemudian NS 3 memberikan
jawaban “Cara mengukur

% Hasil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
* Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
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produktivitas, yaa caranya dilihat dari
rekapan absen dan agenda harian dari
pegawai. Trus yaaah biasanya juga hasil
dari pekerjaannya selama di rumah dia
menghasilkan  apa...” (NS 3,
22/12/20) ** . Sedangkan NS 4
memberikan jawaban cukup singkat
namun hampir sama dengan NS 2 dan 3
“Eeeee cara mengukur produktivitas
yahh, yaaa dengan melihat laporan
bulanan itu [........ ]Isinya itu ya absen,
trus agenda harian dan yah outputnya”
(NS 4, 23/12/20)*

Berdasarkan jawaban wawancara
dengan para informan bisa diketahui,
bahwa selama menerapkan kebijakan
WFH Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep tetap melakukan
pengukuran produktivitas kerja
pegawai. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep melakukan
produktivitas kerja pegawal dengan
menilai laporan bulanan yang distorkan
pegawal setiap satu bulan sekali.
Laporan bulanan tersebut berisikan
absen manual selama satu bulan, agenda
harian dan output selama bekerja dari
rumah.

%2 Hasil wawancara dari narasumber 3 pada 22 Desember 2020
%% Hasil wawancara dari narasumber 4 pada 23 Desember 2020
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2. Dampak Kebijakan WFH
Kebijakan Work From Home (WFH)
memiliki dua dampak, yakni dampak positif
dan dampak negative. Dalam menerapkan
kebijakan Work From Home, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
juga mempunyai dampak positif maupun
dampak negatif. Berikut adalah dampak
kebijakan WFH di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep bagi pegawai
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep.
1) Dampak Positif
Berdasarkan  hasil =~ wawancara,
ditemukan bahwa implementasi kebikan
WFH di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten ~ Sumenep ~ memberikan
beberapa dampak positif terhadap
pegawai Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep. Hal tersebut bisa
diketaahui  berdasarkan  hasil  dari
wawancara dengan beberapa informan.
Seperti jawaban yang dikemukakan oleh
NS. 1 NS. 2 NS. 3 dan NS.4 ketika
ditanyakan tentang dampak kebijakan
WFH. NS 1 menjawab seperti di bawah
ini.
“Bisa dikatakan beraturan bisa
dikatakan tidak beraturan. yaaa
bergantung pada situasi dan
kondisinya namanya WFH itu,
lebih  enjoy juga Kkarena
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memang menghadapi pandemic
seperti itu [...]JYa tentu
keamanan kita bersama seluruh
ASN setelah kita melakukan
kerja dari rumah itu lebih
nyaman” (NS 1, 22/12/20)%

NS 2 menyatakan “artinya tidak
gampang terkena tidak gampang terkena
wababh itu positifnya yang yang pertama.
Karena memang hubungannya dengan
wabah [...] itu positifnya pekerjaan lebih
fleksibel tetap fleksibel” (NS 2,
22/12/20)%. Kemudian NS 3 menjawab
seperti di bawah ini, yaitu:

“tentunya kita bisa lebih
waspada dari Covid-19santailah
gitu vyah, tetap bisa Kkerja
dengan aman juga vya [...]
Dampak positifnya yang saya
rasakan tentunya  Kkita bisa
lebih waspada dari Covid-
19santailah gitu yah, tetap bisa
kerja dengan aman juga ya”
(NS 3, 22/12/20)%

Sedangkan NS 4 menambahkan
bahwa

% Hasil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
% Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
% Hasil wawancara dari narasumber 3 pada 22 Desember 2020
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“Dampak  positifnya yaaah
tentu kita bisa lebih aman yah.
Artinya yaa namanya juga saat
pandemic aman dari covid-19
itu [...] Yaaaa fleksibel sih, yaa
itu tadi menjadi lebih santai
gitu [...]JEnaknya malah yah,
quality time sama keluarga itu
semakin banyak ya... ” (NS 4,
23/12/20)%".

Dari hasil jawaban wawancara
dengan para informan dapat dilihat,
bahwa terdapat beberapa dampak positif
selama menerapkan kebijakan WFH di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep. Dampak positif tersebut
adalah jam kerja pegawai menjadi lebih
fleksibel karena selama WFH pegawai
dapat mengerjakan pekerjaan kantor
diluar jam kantor. Selain itu, pegawai
merasa lebih aman dalam bekerja selama
pandemic tanpa khawatir terkena wabah
Covid-19 sehingga pekerjaan kantor
tetap terlaksana dengan semestinya tanpa
khawatir terjadi penyebaran Covid-19 di
Kantor. Selain itu, pegawai Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep juga menyebutkan bahwa
selama WFH waktu bersama keluarga

%’ Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 23 Desember 2020
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2)

menjadi semakin banyak karena pegawai
dapat menyelesaikan pekerjaan kantor
dirumah bersama keluarga.

Dampak Negatif
Berdasarkan ~ hasil ~ wawancara,
ditemukan bahwa implementasi

kebijakan WFH di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep juga
memberikan beberapa dampak negative
terhadap pegawai Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep. Hal
tersebut bisa diketahui berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa informan.
Seperti jawaban yang dikemukakan oleh
NS. 1 NS. 2 NS. 3 dan NS.4 Kketika
ditanyakan tentang dampak negative
kebijakan WFH. NS 1 menjawab seperti
di bawah ini, yaitu:
“Yaaa dampak negatif boleh
dikatakan dikatakan yang biasa
kita berjalan secara fisik
bertemu dengan sendiri kalau
boleh dikatakan ya terbiasa
konvensional gitu yang berubah
itu nggak seperti suasana
Kantor yang baik komunikasi
secara fisik yang biasanya kita
[...]“Iya namanya berbicara
dengan via medsos ini ya
kadang yang terganggu dalam
kurang kecepatan lemot kadang
Walaupun memang efisiennya

94



di situ banyak jika
dibandingkan dengan
langsung” (NS 1, 22/12/20)°

NS 2 memberikan jawaban yang
agak berbeda dengan NS 1, yaitu:
“Kalau di sini kan banyak
orang ini.... Dirumah santai ya
tapi itu tidak semaksimal
dikantor[...]*Yaaa  namanya
begitu. Kadang yah memang
agak lemot [..] evaluasinya itu
tidak tidak tidak maksimal ya
kalau disini kan ada
pimpinan...”(NS 2, 22/12/20)%°

Kemudian NS 3 menjawab “Kalau
dampak negative yaaa mungkin itu
kurang cepat tek tek tek kayak kalau
ketemu langsung gitu yah [...] terbiasa
suasana kerja yang apa yaaaa suasana
kantor lah trus jadi rebahan itu gimana
ya hehehhe” (NS 3, 22/12/20) '® .
Sedangkan NS 4 meberikan jawaban “Ya
kalau dampak negatifnya ya itu tadi
kayak kalau butuh respon cepat terus ada
kendala ya itu [...] terbiasa dengan
suasana konvensional akhirnya yaa jadi

% Hasil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
% Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
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gitu gimana ya. Tapi mau gimana lagi
yah kan pandemic” (NS 4, 23/12/20)*.
Dari  hasil jawaban wawancara
dengan para informan dapat dilihat,
bahwa terdapat tiga dampak negatif
selama menerapkan kebijakan WFH di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep. Dampak negatif tersebut
yakni; Pegawai yang terbiasa dengan
suasana kantor yang konvensional.
Kemudian, kecepatan tanggapan yang
dibutuhkan karena terkadang respon
pegawai dalam menanggapi komunikasi
dengan telekomuniki terkadang lambat.
Hal ini disebabkan karena susah sinyal
dan terkadang adanya kesibukan lain
selama dirumah. Selain itu selama
implementasi kebijakan WFH, evaluasi
kerja pegawai menjadi kurang efektif.
3. Faktor Pendukung Keberhasilan
Implementasi Kebijakan WFH
Kesuksesan dari suatu kebijakan bisa
diketahui  berdasarkan pelaksanaan dari
kebijakan tersebut. Keberhasilan
implementasi kebijakan dapat dipengaruhi
oleh factor-factor pendukung. Berdasarkan
hasil wawancara, ditemukan bahwa selama
menerapkan kebijakan Work From Home
(WFH), Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep memiliki beberapa

1% Hasil wawancara dari narasumber 4 pada 23 Desember 2020
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factor pendukung keberhasilan dalam
implementasi kebijakan WFH.

Pernyataan di atas dapat diketahui
berdasarkan hasil dari wawancara dengan
beberapa informan. Seperti jawaban yang
dikemukakan oleh NS. 1 NS. 2 NS. 3 dan
NS.4 ketika ditanyakan tentang faktor-faktor
pendukung  keberhasilan  implementasi
kebijakan WFH. NS 1 menjawab seperti di
bawabh ini.

“Kalau menurut saya yaaah
tentunya itu sumber daya yah
sumber daya manusia. Ya saya
katakan begitu kenapa, karena
sumber daya manusia ini kan
pegawai yah atau bias dikatakan
pelaksana dari pada kebijakan apa
itu kebijakan WFH yah vya
makanya  keberhasilan  juga
tergantung eeeee pada pegawai
tiu. Begini kalau pegawai itu tetap
bekerja dengan baik meskipun
dirumah yaa tentunya pekerjaan
atau eee tugas yang menjadi
tanggung jawabnya akan
terselesaikan dengan baik pula yah
[...] WFH ini kebersamaan Kita
dalam hal meberikan pekerjaan.
Artinya ada komunikasi intens.
Komunikasi dan tentunya cepat
tanggap gitu ya pak, ya. Peka
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terhadap situasi kondisi ini” (NS
1, 22/12/20)**

Kemudian NS 2 menjawab seperti di
bawah ini

“ya jelas yah kan kita bekerjanya
itu apa yaaa secara jarak jauh ya
tentunya sangat penting adanya
komunikasi yang apa ya artinya
komunikasi yang komunikatif
[...]tentunya yah, seperti pegawai
yah itu masuk sumber daya
manusia yah mereka yang bekerja
kan jadi kalau mereka bekerja
dengan baik tentunya berdampak
baik pada tugasnya juga ya pada
kemenag sendiri tentunya” (NS 2,
22/12/20)*

Sedangkan NS 3 memberikan jawaban
seperti di bawah ini :
“Kalau menurut saya ya jelas yah
karena ya kalau kita benar
mengerjakan pekerjaan kita dan
sesuai juga waktunya eee tepat
waktu ya meskipun bekerja dari
rumah maka yah pekerjaan akan
tetap efektif yah menurut saya
[...] jadi komunikasi harus terjaga

102 asil wawancara dari narasumber 1 pada 22 Desember 2020
1% Hasil wawancara dari narasumber 2 pada 22 Desember 2020
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betul agar tidak  terjadi
miskomunikasi selama bekerja
dari  rumah yaaa” (NS 3,
22/12/20)**

NS 4 memberikan jawaban yang hampir
sama dengan NS 1 dan NS 2

“Factor keberhasilan, em ya
komunikasi itu tadi harus dijaga
dengan baik. Dan kalau ada
informasi harus segera disebar dan
yaaa di di sampaikan dengan baik
gitu yaaa [...] Kalau pegawai
cepat dan tanggap itu juga
menentukan kan...pimpinan juga
itu sangat berpengaruh. Artinya
dalam memberikan apa Yyaaa
komando masak ya eeem
pimpinan dalam hal terus menjaga
kordinasi atau melakukan evaluasi
gitu dan yah memantau kinerja
pegawainya...”(NS 4,
23/12/20)*%®

berdasarkan jawaban wawancara
bersama para informan bisat dilihat, bahwa
dalam menerapkan kebijakan WFH di

Kementerian Agama mempunyai

berbagai faktor pendukung keberhasilan.

104
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Faktor-faktor pendukung keberhasilan itu
adalah komunikasi, sumber daya manusia
dan sikap implementor. Komunikasi yang
dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan
dalam berkomunikasi secara jarak jauh baik
antara pimpinan dan bawahan maupun antar
rekan kerja selama menerapkan kebijakan
WFH. Selain itu, sumber daya manusia juga
merupakan salah satu faktor pendukung
keberhasilan dari implementasi kebijakan
WFH di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep. Sumber daya manusiia
yang dimaksud meliputi seluruh pegawai
yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep. Faktor pendukung
keberhasilan yang terakhir adalah sikap
implementor. Sikap implementor dilihat dari
bentuk kinerja pegawai pegawai Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

C. Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, tahap analisis
data ialah tahap yang memiliki manfaat untuk
menganalisis data yang sudah didapatkan
berdasarkan jawaban dari informan ketika
pelaksanaan penelitian. Analisis data bisa
bermanfaat untuk memberi penjelasan dan
memastikan kebenaran dalam temuan penelitian.
Di bawah ini merupakan hasil analisis data yang
disajikan dalam dua perspektif.
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1. Perspektif Teori
Perspektif teori digunakan untuk
mengoperasionalkan teori yang dipakai
dengan hasil temuan dari penelitian ini.
Adapun hasil temuan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan WFH ialah
pelaksanaan dari kebijakan WFH yang
telah ditetapkan serta telah ditentukan
kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan
adanya kebijakan WFH. Implementasi
kebijakan WFH ini dilaksanakan oleh
seluruh pegawai Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep. Berikut ini

adalah gambaran pelaksanaan
implementasi kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep.

1) Dasar Kebijakan

Pada dasarnya, secara teori
kebijakan mempunyai dua aspek dasar
kebijakan '®® . Pertama, Kebijakan
adalah praktika social yang bukan
merupakan kejadian yang tunggal
ataupun terisolir. Kebijakan ini juga
termasuk sesuatu yang dihasilkan oleh
pemerintah yang dirumuskan berdasar
dari segala kejadian yang ada di

106

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali R, “Konsep Umum

Pelaksanaan Kebijakan Publik” Jurnal Publik, Vol. 11 No.01 2017,

hal 2
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masyarakat. Kedua, Kebijakan
merupakan respon atas peristiwa yang
telah terjadi dengan tujuan
mewujudkan harmoni dari pihak-
pihak yang sedang memiliki konflik.

Dalam penyajian data,
dijelaskan bahwa kebijakan Work
From Home (WFH) yang diterapkan
di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten ~Sumenep berdasarkan
pada surat edaran perintah dari
Kanwil Kementerian Agama Jawa
Timur terkait bekerja dari rumah
untuk mengurangi dan mencegah
penyebaran wabah Covid-19.

Menurut data-data diatas bisa
diambil kesimpulan bahwa terdapat
kesesuaian antara teori dengan
lapangan. Dilihat dari hasil uraian
data diatas ditemukan, bahwa
kebijakan WFH merupakan kebijakan
yang dihasilkan oleh pemerintah
berdasarkan  kejadian  penyebaran
wabah covid-19 vyang terjadi di
masyarakat. Sehingga, implementasi
kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep  berdasarkan  kebijakan
pemerintah yang dikeluarkan melalui
surat edaran dari Kantor Kementerian
Agama Jawa Timur.

2) Posko Siaga Covid-19
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Dijelaskan terkait teori
implementasi  kebijakan,  bahwa
implementasi kebijakan Work From
Home (WFH) harus di dasari
beberapa hal, salah satunya adalah
kelayakan ' . Kelayakan yang
dimaksud di sini adalah perusahaan
atau lembaga harus menentukan
tempat yang cocok untuk melakukan
kerja jarak jauh dan dengan jelas telah
ditetapkan dalam kebijakan.
Kelayakan  ini  dipertimbangkan
berdasarkan analisa model jenis dari
pekerjaan dan opersional kantor serta
ketepatan pengaturan waktu untuk
melakukan kerja dari jauh. Dalam
kondisi Covid-19 ini semua kantor
dan perusahaan ditutup dan pegawai
diarahkaan untuk bekerja dari rumah,
namun ada beberapa kondisi pegawai
yang tidak memungkinkan untuk
melasanakannya berdasarkan kondisi
atau alasan tertentu. Jenis pekerjaan
tersebut adalah seperti pelayanan.

Dalam penyajian data, terdapat
beberapa jenis pekerjaan di Kantor
Kementerian Agama Sumenep yang
tidak dapat dikerjakan dari rumah,
yaitu jenis pekerjaan yang

197 Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)

Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Vol IV, No 2, Juni 2020, hal 143
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berhubungan dengan pelayanan. Salah
satunya seperti pelayanan haji dan
umrah. Dalam mengatasi hal tersebut,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep selama
menerapkan kebijakan WFH
membentuk Posko Siaga Covid-19.
Posko covid-19 ini bertujuan untuk
tetap dapat memberi pelayanan
terhadap masyarakat ditengah
pandemik Covid-19 selama WFH.
Data lain mengungkapkan bahwa
pembentukan posko siaga covid-19
merupakan ketentuan yang diberikan
olen Kantor Kementerian Agama
Jawa Timur kepada setiap Kemenag
Kabupaten  untuk  tetap  bisa
memberikan pelayanan sesuai dengan
protocol kesehatan serta menjalankan

koordinasi dan pencegahan
penyebaran Covid-19
Selain itu, data lain

mengungkapkan  bahwa  Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep melengkapi sarana protokol
kesehatan di dalam maupun di luar
ruangan, seperti tempat cuci tangan,
handsanitizer dan sebagainya. Hal
tersebut  memiliki  tujuan  untuk
mencegah penulaaran covid-19 ketika
melakukan pelayanan di posko dan
seluruh ruangan kantor.
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Berdasar data-data tersebut bisa
diambil kesimpulan bahwa terdapat
kesesuaian antara teori  dengan
lapangan. Sehingga ditemukan, bahwa
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep selama
menerapkan kebijakan WFH
membentuk yang namanya “Posko
Siaga Covid-19” selain bertujuan
untuk  tetap bisa  memberikan
pelayanan langsung kepada
masyarakat juga karena terdapat
ketentuan dari Kantor Kementerian
Agama Wilayah Jawa Timur. Dalam
penerapan posko siaga covid-19 ini
pegawai dan pengujung harus tetap
mematuhi protocol kesehatan. Selain
itu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep mendukungnya
dengan melengkapi sarana protocol
kesehatan disejumlah titik di Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep terutama di posko tersebut.
Absen Manual

Absensi merupakan salah satu
bentuk pengawasan karena dalam
absensi tercakup kegiatan
pengambilan data untuk mengetahui
jumlah kehadiran seseorang pada
suatau acara maupun dalam bekerja.
Bekerja dari rumah tidak menutup
kemungkinan untuk tidak melakukan
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absensi, hanya saja caranya yang
berbeda dengan bekerja langsung di

kantor Dalam teori dasar
implementasi kebijakan WFH
terdapat yang namanya

ketersediaan ' . Artinya, apabila

perusahaan mengeluarkan kebijakan
bekerja jarak jauh maka dalam
kebijakan lembaga harus menyatakan
dengan  jelas  terkait  bentuk
peraturannya termask jadwal dan
absensi untuk pekerja saat bekerja
dari rumah.

Dalam penyajian data
mengungkapkan,  bahwa  selama
menerapkan WFH pegawai Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep tetap melakukan absensi.
Absensi dilakukan secara manual di
rumah masing-masing. Kantor
Kementerian = Agama  Kabupaten
Sumenep menyediakan blanko
absensi absen pegawai di rumah
masing-masing  yang  kemudian
disetorkan kepada pegawai bagian
Urusan Pegawai (UP) setiap satu
bulan sekali.

Berdasar dari data-data tersebut
dapat ditarik kesimpulan, bahwa

198 Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)

Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Vol IV, No 2, Juni 2020, hal 143
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terdapat kesesuaian antara teori
dengan lapangan, yaitu tersedianya
absensi selama menerapkan kebijakan
WFH. Dengan demikian ditemukan,
bahwa selama menerapkan kebijakan
WFH kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep tetap melakukan
pengabsenan pegawai secara manual.
Artinya, absen dilakukan dirumah
masing-masing menggunakan
lembaran blanko absensi yang telah
disediakan oleh kantor yang kemudian
disetorkan setiap satu bulan sekali.

4) Jadwal Kerja

Jadwal kerja merupakan salah satu
peraturan yang harus ditentukan
sebelum menerapkan kebijakan WFH.
Teori menyebutkan bahwa pengaturan
jadwal perlu ditentukan sebelumnya
agar pekerjaan dapat terselesaikan
sesuai jadwal biasanya®. Selain itu,
pengaturan jadwal perlu disepakati
sebelumnya khususnya bagi
perusahaan atau kantor yang tidak
dapat melaksanakan WFH secara total
untuk menghindari rasa iri dan
perasaaan diperlakukan secara tidak
adil dari pegawai yang masih tetap

199 Ogkar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)

Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
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bekerja di kantor ataupun sedang
mendapat giliran kerja di kantor.
Dalam penyajian data
mengungkapkan  bahwa  Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep selama menerapkan
kebijakan WFH pengaturan jadwal
kerja masih sama dengan ketika Work
From Office. Jadwal kerja tersebut di
mulai pukul 07.30 pagi hingga pukul
16.00 sore dari hari senin hingga hari
sabtu. Data lain  mengungkapkan
Jadwal kerja WFH sama rata dengan
yang kebagian piket jaga di Kantor.
Berdasar dari data-data tersebut
dapat ditarik kesimpulan, bahwa
terdapat kesesuaian antara teori
dengan lapangan, yaitu terdapat

pengaturan jadwal selama
menerapkan kebijakan WFH. Dengan
demikian ditemukan, bahwa
pengaturan jadwal selama
menerapkan kebijakan WFH di
Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sumenep baik pegawai
yang melaksanakan WFH dan
pegawai yang kebagian bekerja di
kantor mendapatkan jadwal kerja
yang sama. Jadwal kerja tersebut
masih sama dengan ketika Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten
Sumenep menerapkan Work From
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5)

Office (WFO), yaitu mulai pukul
07.30 pagi hingga dengan pukul 16.00
sore.
Alat Kerja dan Koordinasi Selama
WFH

Dalam teori menyebutkan bahwa
Work From Home adalah bagian dari
konsep telecommuting *°. Sehingga,
pekerja ~ WFH  dalam  Dbekerja
menggunakan media telekomunikasi
sebagai alat kerja. Konradt yang
dikutip oleh oskar juga menyebutkan
bahwa melakukan kerja dari jauh
ditujukan sebagai salah satu cara kerja
dalam suatu lembaga yang dilakukan
sebagian atau seluruh di luar tempat
kerja dengan dibantu oleh
telekomunikasi dan informasi.™.

Sedangkan dalam penyajian data
mengungkapkan  bahwa, selama
menerapkan kebijakan WFH pegawai
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep menggunanakan
Whatsapp dan Email sebagai alat
kerja dan berkoordinasi dengan rekan
kerja.  Selain itu, data lain

Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Jurnal Development Planning, Volume IV, No 2, Juni 2020, hal 127
Oskar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)
Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
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mengungkapkan bahwa ketika
melaksanakan evaluasi atau rapat
seluruh pegawai menggunakan
aplikasi zoom sebagai penghubung
komunikasi.

Berdasar data-data tersebut bisa
ditarik kesimpulan, bahwa terdapat
kesesuaian antara teori dengan
lapangan, yaitu menggunakan media
telekomunikasi sebagai alat kerja dan
berkomunikasi dengan rekan Kkerja.
Dengan demikian ditemukan, bahwa
selama mengimplementasikan
kebijakan bekerja dari rumah pegawai
kantor Kementerian agama kabupaten
sumenep menggunakan media
telekomunikasi sebagai alat kerja dan
berkoordnisi dengan rekan kerja.
Media telekomunikasi yang digunaka
berupa Whatsaap, Email dan Zoom.
Pengukuran Produktivitas Pegawai

Produktivitas pegawai selama
bekerja dari rumah sangat
berpengaruh terhadap perusahaan atau
instansi. Pengukuran produktivitas
dapat menjadi alat untuk menilai
efisesinsi  kerja pegawai. Teori
menyebutkan bahwa terdapat
beberapa metode pengukuran
produktivitas kerja pegawai selama
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menerapakan WFH 2. Pengukuran
tersebut dapat dimulai dari melihat
seberapa lama waktu penyelesaian
pekerjaan, jumlah pekerjaan yang
selesai, hingga pada jumlah output
yang dihasilkan. Pemantauan lama
berkerja serta penyerahan laporan
perkembangan  pekerjaan  sangat
dibutuhkan. Laporan juga termasuk
absen daring selama bekerja dari
rumah.

Dalam penyajian data
mengungkapkan, bahwa setiap satu
bulan  sekali  pegawai  Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten
Sumenep menyetorkan laporan
bulanan kepada pegawai bagian UP.
Laporan bulanan tersebut berisikan
absen manual selama satu bulan,
agenda harian dan output selama
bekerja dari rumah.

Berdasar data-data tersebut bisa
ditarik kesimpulan, bahwa terdapat
kesesualan  antara teori dengan
lapangan. Sehingga ditemukan bahwa
pertama, pengukuran produktivitas
kerja dilihat dari laporan absensi kerja
pegawai selama WFH. Kedua,
pengukuran produktivitas kerja dilihat

12 Ogkar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (Worfking From Home)

Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19”, The Indonesian
Journal Development Planning, Volume IV, No 2, Juni 2020, hal 143
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dari laporan agenda harian yang
berisikan apa saja yang dikerjan dan
perkembangan  pekerjaan  selama
WFH. Ketiga, pengukuran
produktivitas kerja dilihat dari waktu
kerja atau lamanya waktu pelaksanaan
pekerjaan.  Keempat, pengukuran
produktivitas kerja dilihat dari output
kerja atau hasil kerja pegawai selama
WFH. Kemudian beberapa laporan
tersebut terkumpul menjadi satu
laporan yaitu laporan bulanan yang
diserahkan setiap satu bulan sekali
kepada bagian urusan pegawai (UP)
yang kemudian diserahkan kepada
pimpinan.

b. Dampak Kebijakan WFH

Setiap kebjakan yang diambil pasti
memberikan dampak baik dampak positif
maupun dampak negative. Kebijakan
Work From Home (WFH) memiliki dua
dampak, yakni dampak positif dan
dampak negative. Dalam menerapkan
kebijakan Work From Home di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
juga memberikan dampak positif serta
dampak negatif bagi pegawai Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep.
1) Dampak Positif
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Dalam teori dampak posiitif
implementasi kebijakan WFH
menyebutkan bahwa, terdapat
beberapa  dampak  positif  dari
implememtasi kebijakan Work From
Home (WFH)'*. Pertama, Sistem
melakukan kerja di rumah dapat
memberi jam kerja yang fleksibel bagi
pegawai. Kedua, WFH juga sangat
membantu dalam memberikan hidup
yang seimbang kepada karyawan atau
pegawai antara pekerjaan dengan
keluarga. Bekerja dari rumah dapat
membuat hubungan keluarga menjadi
lebih dekat. Ketiga, Dapat
mengendalikan jadwal kerja sesuai
suasana hati. Keempat, Mengurangi
kemalasan dan ketidak hadiran.
Kelima, Kebijakan WFH dapat
menghemat biaya pengeluaran bagi
pegawai atau karyawan. Keenam,
Dampak positif yang paling penting
dari WFH vyaitu dapat membantu
perusahaan atau lembaga dalam
menyelesaikan  pekerjaan  tanpa
khawatir perusahaan menjadi klaster
baru penyebaran covid-19*.

Uun Novalia H, “Pemberlakuan Work From Home dan Dampak
Ekonominya Bagi Pengemudi”, Jurnal Simetri Rekayasa Vol 02, No

01, April 2020, hal 67

Putu Pradiva DS, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Work From
Home pada Kinerja Karyawan BUMN di Wilayah Denpasar

113



Sedangkan dalam penyajian data
mengemukakan, = bahwa  selama
menerapkan kebijakan WFH pegawai
merasa jam kerjanya menjadi lebih
flkesibel karena dapat menyelesaikan
pekerjaan kantor diluar jam Kkerja
kantor. Data lain juga
mengungkapkan bahwa  pegawai
merasa lebih aman dalam bekerja
tanpa khawatir terkena wabah Covid-
19. Selain itu, terdapat data lain yang
mengungkapkan bahwa selama WFH
waktu bersama keluarga menjadi
semakin banyak. Data lain juga
mengungkapkan bahwa adanya WFH
membuat pekerjaan kantor dapat tetap
terselesaikan  ditengah  pandemic
meskipun dikerjakan dirumah masing-
masing.

Berdasar data-data tersebut dapat
ditarik kesimpulan, bahwa terdapat
kesesualan antara teori dengan
lapangan. Namun terdapat beberapa
teori dampak positif implementasi
kebijakan WFH yang tidak sesuai
dengan lapangan, yaitu Mengurangi
kemalasan dan ketidak hadiran serta
dapat menghemat biaya pengeluaran
bagi pegawai atau  karyawan.

Karyawan di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Satyagraha, Vol 3 No
2, Agustus 2020, hal 20
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2)

Pengeluaran biaya bagi pegawai
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep tidak terlalu
berpengaruh  karena tidak ada
kebutuhan yang melebihi di luar
seperti ketika bekerja dari kantor.

Dengan demikian dari uraian
diatas ditemukan bahwa terdapat
beberapa dampak positif
implementasi kebijakan Work From
Home (WFH) di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep.
Pertama, Sistem bekerja dari rumah
dapat memberikan jam kerja yang
fleksibel bagi pegawai. Kedua,
pegawai merasa aman dalam bekerja
tanpa khawatir tertular Covid-19.
Ketiga, Hubungan keluarga menjadi
semakin dekat. Keempat, operasional
kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep tetap berjalan
tanpa khawatir kantor menjadi klaster
baru penyebaran covid-19.
Dampak Negatif

Dalam teori dampak negative
implementasi kebijakan WFH
menyebutkan bahwa, terdapat
beberapa dampak negative
implementasi  kebijakan WFH **° |
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Pertama, kebijakan Work From Home
(WFH) dapat membuat jam Kkerja
menjadi tidak teratur. Kedua, pegawai
yang sudah biasa dengan tempat kerja
yang konvensional menjadi lebih sulit
dalam berkordinasi dengan teman
kerja. Ketiga, bertambahnya biaya
rumah tangga seperti biaya listrik,
paket pulsa dan lain sebagainya.
Keempat, pihak kantor kesulitan
mengukur produktivitas pekerja atau
pegawai. Kelima, sistem bekerja dari
rumah juga dapat membuat pegawai
atau karyawan kurang termotivasi
dalam bekerja. Kurangnya motivasi
dalam bekerja dapat disebabkan oleh
suasana kerja yang tidak sama dengan
apa yang diinginkan, suasana rumah
tidak sama dengan suasana tempat
kerja, serta terdistraksi oleh media
social dan hiburan lainnya**.
Sedangkan dalam penyajian data
mengemukakan, bahwa pegawai yang
terbiasa dengan suasana kantor yang
konvensional merasa kurang nyaman
dan menjadi biasa saja (kurang
motivasi) ketika bekerja dari rumah.
Data lain juga mengungkapkan bahwa
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selama menerapkan kebijakan WFH
karena melalui media telekomunikasi
dalam bekerja terkadang mengalami
misskomunikasi atau keterlambatan
tanggapan. Selain itu, data lain
mengungkapkan bahwa evaluasi kerja
selama WFH dirasa kurang efektif.

Berdasar data-data tersebut bisa
ditarik kesimpulan, bahwa terdapat
kesesuaian antara teori dengan
lapangan. Namun terdapat beberapa
teori dampak negatif implementasi
kebijakan WFH yang tidak sesuai
dengan lapangan yaitu; jam Kkerja
menjadi tidak teratur, biaya semakin
bertambah dan perusahaan kesulitan
mengukur produktivitas kerja
pegawai. Selain itu bentuk ketidak
sesuaian teori dengan lapangan yaitu
yang terjadi dilapangan adalah
evaluasi kerja selama WFH kurang
efektif.

Dengan demikian dari uraian
diatas ditemukan bahwa terdapat
beberapa dampak negatif
implementasi kebijakan Work From
Home (WFH) di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep. bahwa
terdapat beberapa dampak negative
implementasi kebijakan Work From
Home (WFH) di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep.
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Pertama, implementasi kebijakan
WFH menjadikan kurangnya motivasi
dalam bekerja. Kedua, pegawai yang
sudah biasa dengan suasana temapat
kerja yang konvensional menjadi
lebih  sulit ketika berkomunikasi
ataupun berkordinasi dengan teman
kerja. Ketiga, evaluasi kerja menjadi

kurang efektif.
c. Faktor-Faktor Pendukung
Keberhasilan Implementasi Kebijakan
WFH

Kesuksesan dari kebijakan bisa
diketahui  dari  proses  pelaksanaan
kebijakan itu sendiri. teori faktor
pendukung  implementasi  kebijakan
menyatakan bahwa, terdapat beberapa
factor atau indicator yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan sebagai berikut :**’

1) Komunikasi merupakan salah satu
factor yang dapat mempengaruhi
keberhasilan implementasi adalah
komunikasi. Komunikasi ini menujuk
bahwa setiap kebijakan akan bisa
dilakukan dengan baik apabila ada
bentuk komunikasi yang baik antara
pelaksana program atau kegiatan
kebijakan ~ bersama  sekelompok

17 Retnowati WD Tuti, “Analisis implementasi Work From Home

pada kesejahteraan pemudi transportasi online Indonesia” Jurnal
[Imiah llmu Administrasi, Vol. 3, No.1, Juni 2020, hal 75
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sasaran tujuan sasaran kebijakan bisa
disosialisasikan dengan baik dan bisa
menghindari distorsi pada program
kebijakan. Selain itu, komunikasi
antar implementor harus terjalin
dengan jelas. 2) factor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan
implementasi adalah sumber daya.
Implementasi kebijakan

membutuhkan dukungan dari sumber
daya baik sdm (human resources)
ataupun sumber daya nbukan manusia
(non-human resources). 3) factor
yang dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan adalah sikap
pelaksana atau sikap implementor.
Sikap implementor atau disposisi
merupakan salah satu factor yang
dapat mempengaruhi  efektivitas
implementasi kebijakan. 4) faktor
yang dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan  adalah
struktur birokrasi. Struktur birokrasi
merupakan norma-norma,
karakteristik dan pola keterkaitan
yang terjadi secara berkali-kali pada
badan-badan eksekutif. Badan-badaan
eksekutif  disini  yang  memiliki
keterkaitan baik potensial ataupun
nyata dengan apa yang mereka punyai
saat melaksanakan kebijakan.

119



Dalam penyajian data mengungkapkan
bahwa pegawai merasa apabila komunikasi
terjalin dengan jelas dan lancar baik antara
pimpinan dan bawahan maupun antar rekan
kerja selama menerapkan kebijakan WFH
maka akan  mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan WFH. Data lain
mengungkapkan sumber daya manusia
mampu menjadi pendukung keberhasilan
implementasi kebijakan WFH karena sumber
daya manusia adalah pelaksanaan kebijakan
tersebut. Selain itu, data lain juga
mengungkapkan bahwa pegawai yang
mampu menyelesaikan pekerjaannya
meskipun dikerjakan dirumah dapat menjadi
faktor pendukung keberhasilan kebijakan
WFH di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep.

Berdasar data-data tersebut dapat ditarik
kesimpulan, bahwa terdapat kesesuaian
antara teori dengan lapangan. Namun terdapat
satu teori tidak sesuai dengan yang terjadi di
lapangan yaitu struktur birokrasi sebagai
salah satu faktor pendukung keberhasilan
implementasi kebijakan WFH.

Dengan demikian dari uraian diatas
ditemukan bahwa terdapat beberapa factor
yang dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
Pertama, komunikasi efektif ~ antar
implementor. Kedua, sumber daya yang
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berupa sumber daya manusia. Ketiga, sikap
implementor/pegawai yang mampu
melaksanakan kebijakan dengan baik.
Perspektif Islam
Perspektif islam mencakup pembahasan
tentang perspektif keislaman terhadap temuan
peneliti di lapangan. Perspektif keislaman ini
peneliti melakukan integrasi keilmuan dengan
memberikan cara pandang keislama dengan
temuan hasil penelitian di lapangan. Adapun
pembahsan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Implementasi Kebijakan WFH dalam
Perspektif Islam
Merebaknya pandemik Covid-19
menjadikan pemerintah melaksanakan
segala usaha untuk mengurangi jumlah
penyebaran virus Covid-19. Salah satu
upayanya Yyaitu menerapkan = “social
distancing” dengan membatasi kontak
fisik dengan oraang lain. Metode yang
bisa dilakukan untuk menjalankan social
distancing  tersebut  yaitu  dengan
melakukan kerja dari rumah atau “Work
From Home” (WFH). Selama pandemic
covid-19 terutama saat menjadi kota
berzona merah, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep
mengimplementasikan kebijakan WFH.
Hal tersebut tentunya memiliki tujuan
agar dapat mencegah penyebaran virus
Covid-19. Hal tersebut selaras dengan
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hadits Nabi SAW yang telah diriwayatkan
oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

A sla 1A M i 3l 0 se Ll dinans 13
Lete ) g ,AT M L o) 5 (e )l a5 5 1

“jika kamu mendengar wabah di
suatu wilayah, maka janganlah
kalian memasukinya, Tapi jika
terjadi wabah di tempat kmau
berada, maka jangan tinggalkan
tempat itu.” ™ (HR. Bukhari.
4801)
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"8 “Hadist Shohih Bukhari” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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~0

Y 58 s e L S

P x
“Dan telah menceritakan kepada
kami Yahya bin Yahya dia berkata
: aku membaca hadist Malik dari
Ibnu Syihab dari Abdullah bin
Amir bin Rabi’ah, bahwa Umar
sedang dalam perjalanan menuju
negeri Syam, saat sampai di
wilayah bernama syam saat itu
Umar mendapat kabar adanya
wabah  di  wilayah  Syam.
Abdurrahman bin Auf kemudian
mengatakan pada Umar jika Nabi
Muhammad SAW pernah berkata
“jika kamu mendengar wabah di
suatu wilayah, maka janganlah
kalian memasukinya. Dan apabila
wabah itu berjangkit di tempat
kamu berada, janganlah kamu
keluar dari negeri itu karena
hendak melarikan diri darinya.
Maka Umarpun kembali dari
negeri Saragh. Dan dari ibn Syihab
dari Salim bin Abdullah ; bahwa
Umar kembali bersama orang-
orang setelah mendengar hadits
Abdurrahman bin Auf”. 9 (HR.
Muslim. 4115)

1% “Hadist Shohih Bukhari” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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Selain itu, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep
mengimplementasikan Kebijakan WFH
karena mengikuti surat edaran perintah
dari pemerintah terkait penerapan bekerja
dari rumah. Mengikuti dan mendengar
seruan pemerintah merupakan keharusan
bagi setiap orang yang berada di dalam
kekuasaannya. Hal tersebut selaras
dengan firman Allah dalam surat An
Nisa’ ayat 59:

\saeboly b1 pacbol 13al sl
& f“‘)L’ N 5’“")"5’ Qﬁ‘j
Ay ur“jj 4875 sy A J) 85808

‘jujbugp’ 0 Qﬁ:j}&!\ ryl\j
“Wahai orang-orang yang
beriman! Ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasulullah (Muhammad),
dan  ‘Ulul Amri  (pemegang
kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka
kembalilah kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya),
Jika kamu beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian
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itu lebih utama bagimu dan lebih

baik akibatnya 120

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah memerintahkan
seorang hamba supaya menyampaikan
amanah. Artinya, kewajiban-kewajiiban
yang dipercayakan kepada seseorang
untuk dilaksanakan sebaik-bainya, baik
amanah Allah terhadap hamba-Nya,
amanah seseorang terhadap sesamanya
serta amanat kepada diri sendiri***

Dengan demikian implementasi
kebijakan WFH di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep, merupakan
bentuk ikhtiar dalam menghadapi wabah
Covid-19 serta bentuk keta’atan terhadap
peraturan atau perintah yang dibuat u/ul
amri dengan tujuan yang baik, yaitu demi
kemasalahatan dan keselamatan bersama.
Dampak  Kebijakan WFH  dalam
Pandangan Islam

Dampak kebijakan WFH dalam
pandangan islam tentunya lebih menunjuk
pada manfaatnya. Sistem melakukan kerja
di rumah dapat memberi jam kerja yang
fleksibel untuk  pegawai Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep. Artinya, pegawai memiliki
banyak waktu luang ketika sedang tidak
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memiliki pekerjaan atau ketika pekerjaan
telah  selesai. Informan  pertama
mengatakan bahwa selama WFH waktu
luang yang ada dapat dimanfaatkan untuk
menambah ibadah kepada Allah. Artinya,
pegawai dapat memanfaatkan waktu
luang tersebut untuk lebih mendekatkaan
diri kepada Allah SWT. Firman Allah
SWT dalam surah Al Ma’ 1dah ayat 35

u\\w\ B gl G
uﬁh’wmdjm’ ‘\L“jj

“Wahai orang-orang yang
beriman!  Bertagwalah kepada
Allah dan carilah wasilah (jalan)
untuk mendekatkan diri kepada-

Nya, dan berjihadlah (berjuanglah)

di jalan-Nya, agar supaya kamu

beruntung”

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah memerintahkam
3 hal Kkepada orang-orang mukmin.
Pertama, untuk senantiasa tagwa kepada
Allah dengan takut kepada siksa-Nya dan
mentaati perintah-Nya. Kedua, senantiasa
mendekatkaan diri kepada Allah dengan
jalan taat dan ibadah. Ketiga, berjihad di
jalan-Nya. Artinya, berjuang memerangi
hawa nafsu. Orang-orang mukmin yang
telah menjalankan perintah-Nya akan
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memperoleh kebahagian atau
keberuntungan yang telah dijanjikan oleh
Allah'?,

Sumber daya manusia (pegawai)
yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep merupakan salah
satu faktor pendukung keberhasilan
implementasi kebijakan WFH. Kriteria
pegawai tersebut adalah pegawai yang
mampu menyelesaikan pekerjaan dengan
baik meskipun bekerja di rumah. Apabila
pegawai telah menyelesaikan
pekerjaannya dengan benar maka pegawai
tersebut akan mendapatkan balasan
kebaikan dari Allah. Hal tersebut selaras
dengan firman Allah dalam surah Al
An’am ayat 160:

2ap e sde 6 aasll b s
o3 3 A5 e Y 32 36 &asll o

“Barang siapa berbuat kebaikan
mendapatkan balasan sepuluh kali
lipat amalnya. Dan, barang siapa
berbuat kejahatan dibalas
seimbang dengan kejahatannya.
Mereka semua sedikitpun tidak
dirugikan. 124
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Ayat di atas memberikan
penjelasan bahwa barangsiapa yang
membawa amal kebaikan atau berbuat
kebaikan maka Allah akan membalasnya
dengan  pahala sepuluh  kebaikan.
Barangsiapa membawa kejahatan atau
berbuat jahat maka Allah tidak akan
membalasnya melainkan balasan yang
setimpal dengan kejahatannya'?. Dengan
demikian  pegawai yang  mampu
melaksanakan tugasnya dengan baik
selama bekerja dari rumah akan
mendapatkan balasan pahala kebaikan
sepuluh kali lipat dari apa yang telah
dikerjakannya.

Berdasarkan penjelasan  diatas
ditemukan  bahwa, manfaat yang
diperoleh dari kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
dalam pandangan islam. Pertama,
memberikan waktu lebih banyak untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT
(Tagarrub Ilaallah) sehingga
memperoleh kebahagian dan
keberuntungan atas apa yang telah
dikerjakan. Kedua, mendapatkan balasan
pahala kebaikan sepuluh Kkali lipat karena
telah  melakukan  kebaikan, yaitu
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mengerjakan tugasnya dengan bena
selama bekerja dari rumah.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan
Implementasi Kebijakan WFH dalam
Pandangan Islam

Sikap implementor atau pegawai
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep yang mampu melaksanakan
kebijakan dengan baik dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan WFH. Sikap pegawai yang
dimaksud adalah pegawai yang mampu
menyelesaikan tugas dan pekerjaannya
dengan baik meskipun dikerjakan dari
rumah dan tanpa dipantau oleh pimpinan.
Dengan begitu, amanah seorang pegawai
dalam bekerja teruji saat melaksanakan
WFH. Amanah merupakan tanggung
jawab manusia atas apa yang telah
dibebankan kepadanya, baik itu berkaitan
dengan perihal agama ataupun perihal
dunia, baik berkaitan dengan perbuatan
ataupun perkataan. Puncak dari amanat
yaitu penjagaan serta pelaksanaannya'?®.
Allah berfirman dalam surah An Nisa’
ayat 58:

126 7ainal Abidin dan Fiddian Khairudin, “Penafsiran Ayat-ayat
Amanah dalam Al Qur’an”, Journal Syahadah, Vol. 5, No. 2, Oktober
2017, hal 120
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“Sungguh, Allah  menyuruhmu
menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan
apabila kamu menetapkan hukum

di antara manusia hendaknya kamu

menetapkannya  dengan  adil.

Sungguh, Allah sebaik baik yang

memberi pengajaran kepadamu.

Sungguh Allah Maha Mendengar

dan Maha Melihat. ™'

Ayat tersebut memberikan
penjelasan bahwa Allah memerintahkan
seorang hamba agar menyampaikan
amanah. berarti, kewajiban-kewajiban
yang telah dipercayakaan kepada
seseorang untuk dilaksanakan sebaik-
bainya, baik amanah Allah terhadap
hamba-Nya, amanah seseorang terhadap
sesama serta amanat kepada diri
sendiri ® . Rasulullah juga bersabda
dalam hadist yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad sebagai berikut:
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al-Qur’an, An-Nisa’ : 58
Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru

Algensindo), hal. 342

130



“Telah menceritakan kepada kami

Affan telah menceritakan kepada

kami Hammad telah menceritakan

kepada kami Al-Mughiroh bin

Ziyad Al Tsaqgofi telah mendengar

Anas  bin  Malik  Bberkata

Rasulullah ~ SAW  bersabda,

“Tidak ada iman yang sempurna

bagi orang yang tidak memiliki

sifat amanah, dan tidakn ada
agama yang sempurna bagi orang
yvang tidak menepati janji” 129(HR.

Imam Ahmad. 13145)

Komunikasi yang efektif juga
mampu mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan WFH di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep. Firman Allah dalam surat An
Nisa’ ayat 63:

129 “Musnad Ahmad” Ensiklopedi Hadist 9 Imam
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“Mereka itu merupakan orang-
orang yang {sesungguhnya} Allah
mengetahui apa yang ada di dalam
hatinya. Karena itu berpalinglah
kamu dari mereka, dan berilah
mereka nasihat dan katakanlah
kepada mereka perkataan yang
membekas pada jiwanya >

Ayat di atas menjelaskan bahwa
Allah memerintahkan untuk memberikan
nasihat agar takut kepada Allah kepada
orang munafik dan dusta dengan nasihat
yang dapat berbekas dan menyentuh hati
mereka'®!. Kalimat “Qaulan Baligha” di
sini - memiliki arti perkataan yang
membekas. Artinya, perkataan yang tepat
sasaran, to the point dan mudah
dimengerti merupakan komunikasi yang
efektif.

Dengan demikian faktor
pendukung keberhasilan implementasi
kebijakan WFH dalam pandangan islam
adalah sifat amanah yang dimiliki oleh
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al-Qur’an, An-Nisa’ : 63
Imam Jalaluddin A, Tafsir Jalalain 1 (Bandung: Sinar Baru

Algensindo), hal. 344
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pegawai serta komunikasi yang terjalin
dengan efektif selama bekerja dari rumah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pembahasan hasil atau analisa

data dalam pembahasan sebelumnya bisa diambil
kesimpulan bahwa :

1.

Implementasi Kebijakan Work From Home
(WFH) di Kantor Kementerian Agama
Kabuapten Sumenep.

Implementasi Kebijakan WFH ini diikuti
oleh seluruh pegawai kantor. Namun terdapat
beberapa jenis pekerjaan yang tidak dapat
menerapkan WFH, yaitu jenis pekerjaan yang
berkaitan dengan pelayanan. Akan tetapi, hal
tersebut teratasi dengan dibentuk yang
namanya ‘“Posko Siaga Covid-19” yang
bertujuan untuk tetap bisa memberi
pelayanan langsung terhadap masyarakat
yang disesuaikan dengan protocol kesehatan
sekaligus mensosialisakan dan mencegahan
penyebaraan Covid-19 di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Selama menerapkan kebijakan WFH
pegawai  Kantor  Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep tetap melakukan absensi
secara manual dengan mengisi blanko absensi
di rumah masing-masing. Pengaturan jadwal
pegawai yang melaksanakan WFH dengan
pegawai yang kebagian piket bekerja di
kantor mendapatkan jadwal kerja yang sama
yaitu dari jam 07.30 sampai dengan 16.00.
Pegawai kantor menggunakan Whatsaap,
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Email dan Zoom sebagai alat kerja dan
berkoordnasi dengan rekan kerja. Selama
menerapkan WFH tetap terdapat pengukuran
produktivitas kerja pegawai dengan dilihat
dari laporan absensi kerja pegawai, agenda
harian, lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan
dan output kerja atau hasil kerja pegawai
selama WFH.

2. Dampak Kebijakan Work From Home (WFH)
terhadap pegawai di Kantor Kementerian
Agama Kabuapten Sumenep.

a. Dampak Positif . Pertama, Sistem kerja di
rumah dapat memberi jam kerja yang
lebih fleksibel. Kedua, Pegawai merasa
aman dalam bekerja tanpa khawatir
tertular Covid-19. Ketiga, Hubungan
keluarga  menjadi  semakin  dekat.
Keempat, Operasional kerja Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
tetap berjalan tanpa khawatir kantor
menjadi klaster baru penyebaran covid-
19.

b. Dampak Negatif. Pertama, Implementasi
kebijakan WFH menjadikan kurangnya
motivasi dalam bekerja. Kedua, Pegawai
yang sudah biasa dengan situasi di tempat
kerja yang konvensional menjadi lebih
sulit saat  berkomunikasi  ataupun
berkordinasi dengan teman kerja. Ketiga,
Evaluasi kerja menjadi kurang efektif.

3. Faktor-Faktor  Pendukung Implementasi
Kebijakan Work From Home (WFH) di
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Kantor Kementerian Agama Kabuapten
Sumenep.
1) Komunikasi  efektif antar pegawai
(implementor) selama bekerja dari rumah.
2) Sumber daya yang berupa sumber daya
manusia.
3) Sikap implementor/pegawai yang mampu
melaksanakan kebijakan dengan baik.
B. Rekomendasi
Menurut hasil dari penelitian serta temuan
fakta yang ada di lapangan, oleh karena itu
peneliti mempunyai saran atau rekomendasi
kepada objek penelitian, seperti berikut ini:

1. Sebaiknya Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep lebih memanfaatkan
teknologi  seperti  aplikasi-aplikasi  yang
mempermudah dalam pemantauan Kinerja
pegawai selama WFH, seperti sebagai berikut

a. Menggunakan aplikasi penghitung waktu
“Time Tracking”. Aplikasi ini berguna
untuk  membantu  pegawai  tetap
beraktivitas sesuai jadwal dengan cara
terdapat notifikasi berapa banyak waktu
yang telah dihabiskan dalam bekerja serta
mampu membuat jadwal sehari-hari
termasuk bekerja dari rumah.

b. Menggunakan aplikasi absensi secara
online dan otomatis merekap seluruh
laporan kehadiran pegawai. Salah satu
tekhnologi atau aplikasi yang
menyediakan fasilitas tersebut adalah
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“Talenta”. Cara kerja aplikasi ini yaitu
pegawai dapat melakukan absensi dengan
hanya membuka aplikasi dan
melaksanakan Clock Out/In langsung
melalui handphone. Data absen tersebut
nantinya akan terekam dengan otomatis.
Sehingga pihak UP (Urusan Pegawai)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep tidak perlu repot dalam
merekap  seluruh laporan kehadiran
pegawai.

2. Sebaiknya Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep lebih memperhatikan
keaktifan Website kantor. Karena dengan
adanya website yang aktif artinya kantor
mulai memposisikan secara online, terlebih
dimasa pandemi seperti saat ini yang
semuanya serba online. Selain itu, dengan
keaktifan website kantor akan mempermudah
masyarakat dalam mencari informasi baik
tentang pelayanan di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep maupun tentang
hal lainnya di internet.

C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian sudah dilakukan melalui prosedur
ilmiah, tetapi peneliti sadar bahwa penelitian
masih memiliki beberapa keterbatasa. Adapun
keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode

kualitatif. Penelitian ini mengunakan data
primer yang didapat dengan cara wawancara
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secara dalam “In depth Interview”. Penelitian
ini memiliki  keterbatasan yaitu pada
subjektifitas yang ada pada peneliti.
Penelitian ini sangat bergatung pada
interpretasi peneliti mengenai makna atau arti
yang tersirat pada wawancara, sehingga
kecendrungan terjadi bias masih ada. Peneliti
menggunakan proses triangulasi data dan
perpanjangan penelitian untuk mengurangi
bias.
. Peneliti tidak dapat mewawancarai kepala
Sub Bagian TU (Kasubag TU) Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep,
karena pada saat waktu yang telah dijanjikan
sebelumnya Kasubag TU tiba-tiba ada acara
mendadak yang tidak dapat diwakilkan
sehingga  Kasubag TU  memberikan
wewenangnya kepada Humas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
sebagai wakil beliau untuk diwawancarai.
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